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Nama: Azra Fadila Prabowo, NPM: 2115500013, Judul Skripsi :”Peranan Pemerintah Daerah
Kabupaten Brebes Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Mangrove Pandansari Untuk
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
Obyek wisata mangrove pandansari ini merupakan obyek wisata unggulan yang berada di
dukuh pandansari desa Kaliwlingi kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Keunggulan yang
dihasilkan dari obyek wisata mangrove pandansari adalah daya tarik wisata hutan mangrove
yang tubuh di pesisir pantai utara (pantura). Keutamaan tanaman mangrove yang dijadikan
obyek wisata tidak semua dimiliki oleh sebagian wilayah di jawa tengah. Faktanya obyek
wisata hutan mangrove di jawa tengah tidak banyak berkembang. Oleh karena itulah
keunggulan tersebut harus di dukung dengan daya pengelolaan yang maksimal. Agar potensi
obyek wisata mangrove yang diharapkan dapat menjadi potensi wisata yang dapat di
unggulkan di kabupaten Brebes. Dapat berkembang dan di kelola dengan baik oleh
pemerintah daerah kabupaten Brebes melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Brebes. Maka dari itu ada empat peranan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes,
yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling.
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Yaitu
dengan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dengan beberapa
informan yaitu di antaranya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Pengelola
obyek wisata mangrove pandansari, pengunjung, dan masyarakat sekitar obyek wisata
mangrove pandansari.
Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan yang dilakukan oleh dinas kebudayaan
dan pariwisata kabupaten brebes tidaklah maksimal. Banyak kekurangan dalam setiap
tahapnya, mulai dari tahap perencanaan, pengeorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Tentunya ini akan menjadi tugas utama dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes
untuk mulai memaksimalkan perenan dinas kabudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes
agar obyek wisata mangrove pandansari dapat berkembang dan menjadi obyek wisata yang
unggulan di kabupaten Brebes.
Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
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ABSTRACT
Name: Azra Fadila Prabowo, NPM: 2115500013, Thesis Title: "The Role of the Brebes
District Government in Management of Pandansari Mangrove Tourism Objects To Increase
Local Revenue (PAD).
The main issues in this study are:
This Pandansari mangrove tourism object is a superior tourist attraction located in the hamlet
Pandandari Kaliwlingi village, Brebes district, Brebes Regency. The advantage that is
produced from the Pandansari mangrove tourism attraction is the body's mangrove forest
tourist attraction on the north coast (pantura). The primacy of mangrove plants that are used
as tourist attractions are not all owned by some regions in Central Java. In fact, the mangrove
forest tourism object in Central Java is not much developed. Therefore, these advantages
must be supported with maximum management power. So that the potential of mangrove
tourism objects that are expected to become tourism potential that can be seeded in Brebes
Regency. Can be developed and managed properly by the Brebes district government through
the Brebes Regency Culture and Tourism Office. Therefore there are four roles of Brebes
district's culture and tourism department, namely Planning, Organizing, Acting, Controlling.
The research method used by researchers is descriptive qualitative. Namely with data
collection techniques using interviews with several informants, among others, the Culture and
Tourism Office of Brebes Regency, Manager of Pandansari mangrove tourism objects,
visitors, and communities around the Mangrove tourism object of Pandansari.
The results showed that the role played by the Brebes Regency Culture and Tourism Office
was not optimal. There are many shortcomings in each stage, starting from the planning,
organizing, implementing and monitoring stages. Surely this will be the main task of the
Brebes regency's culture and tourism office to start maximizing the Brebes regency's cultural
and tourism department's perenan service so that the Pandandari mangrove tourism object can
develop and become a leading tourist attraction in the Brebes district.
Keywords: Role, Brebes Regency Culture and Tourism Office
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang
kepariwisataan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja,
mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya
tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan
antar bangsa.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang memberikan kewenangan dan penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Yang dimaksukan dengan lebih luas pada Pemerintah Daerah yaitu untuk
mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan
untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi daya yang di miliki daerah dalam
rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah. Dengan ini, di harapkan dapat
memecahkan semua permasalahan yang sifatnya kedaerahan seperti kekurangan lapangan
pekerjaan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan pubik.
2Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah daerah dituntut untuk menggali pendapatan dari semua potensi dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerahnya masing-masing. Pendapatan
asli daerah merupakan salah satu modak dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana
pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha
daerah memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tinggi atas
(subsidi).
Semua jenis pendapatan asli daerah tersebut merupakan sumber penerimaan yang
murni bagi daerah, artinya pendapatan tersebut berasal dari potensi daerahnya sendiri
sehingga wajar dan selayaknya apabila peran pendapatan asli daerah dalam dalam keungan
merupakan salah satu tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab. Dalam pembangunan nasional, periwisata merupakan salah satu bidang
yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor minyak bumi dan gas,
berperan dalam perluasaan lapangan kerja, mendorong serta memeratakan pembangunan
daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu,
pembangunan pariwisata perlu mendapatkan prioritas dalam pambangunan nasional.
Pembangunan pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada khususnya perlu
memperhatikan kondisi daerah serta faktor fisik dan non fisik.
Brebes juga memiliki atraksi wisata dan budaya berupa wisata kesenian daerah, selain
itu juga Brebes memiliki ekowisata yaitu hutan mangrove. Dari beragam obyek wisata di
Brebes, potensi yang menjadi unggulan teratas untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah
3(PAD) adalah Hutan Mangrove Pandansari, Brebes. Ini menunjukkan bahwa obyek wisata
yang lain terkesan belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah
(PAD) pemerintah kabupaten Brebes. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan di sektor
wisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi
pembangunan daerah, sehingga tolok ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya
terbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan program pembangunan pariwisata, akan
tetapi seberapa besar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah.
Dinas Kebuyadaan dan Pariwisata wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah memiliki
tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Brebes dalam bidang budaya dan
pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya. Mulalui kantor Dinas pariwisata dan
kebudayaan atau yang disingkan Disparbud ini, berbagai urusan pemerintah daerah terkait
bidang pariwisata dan kebudayaan dilakukan. Adapun tugas Disparbud adalah sebagai
pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di
wilayah kerjanya. Fungsi Disparbud ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian,
kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan
pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD,
hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya.
Terkait dengan tugas dan fungsinya, Disparbud berwenang untuk mengeluarkan izin-
izin bidang pariwisata meliputi Izin Usaha Pariwisata untuk travel agent dan lainnya,
mengurus Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP
meliputi surat Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Tanda Daftar Usaha Penyedia
Akomodasi, Tanda daftar Usaha Kawasan Pariwisata, dan lainnya. Didalam Perda Kabupaten
4Brebes No.4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Dinas adalah Perangkat
Daerah yang diberi wewenang dalam pembinaan dan pengawasan di bidang Kepariwisataan.
Obyek Wisata Mangrove Pandansari merupakan satu-satunya obyek hutan mangrove
yang ada di Kabupaten Brebes, terletak di dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan
Brebes. Obyek wisata ini memiliki luas sekitar 250 ha dan sedang di kembangkan oleh
pemerintah kabupaten Brebes yang di bangun sekitar tahun 2016, untuk saat ini
keberadaannya di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes. Selain
atraksi wisata, obyek wisata ini juga di lengkapi dengan berbagai sarana dan fisilitas wisata
untuk mendukung atraksi tersebut diantaranya yaitu, mushola, toilet, pedagang, kantor
pengelola dan lain sebagainya.
Obyek wisata ini bisa menjadi trip alternatif untuk wisata sepeda atau jalan-jalan
karena selain mempunyai akses jalan yang nyaman untuk sekedar sepeda dan jalan-jalan,
udara di pagi hari juga cukup segar karena melewati areal persawahan yang cukup sejuk
udaranya. Namun untuk menuju obyek wisata hutan mangrove, kita harus menggunakan
tranportasi air yaitu berupa sampan bertenaga mesin motor. Dari berbagai potensi wisata
daerah, obyek wisata mangrove Pandansari menunjukan bahwa obyek wisata ini memberikan
kontribusi yang cukup besar untuk pariwisata di Kabupaten Brebes. Didukung dengan jumlah
wisatawan (pengunjung) yang cukup tinggi.
5Tabel 1.1Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Hutan Mangrove Pandansari












Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes
Terlihat data pengunjung di dalam tabel diatas, dibandingkan jumlah wisatawan
Hutan Mangrove Pandansari dan Pantai Randusanga Indah perbedaannya cukup signifikan.
Oleh karena itu maka Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata dalam mengelola pariwisata memberikan peranan dalam bentuk strategi-strategi
seperti memanfaatkan lingkungan secara lestari, melibatkan masyarakat secara aktif, dan
memiliki unsur pendidikan. Kemudian pembelajaran dan rekreasi, meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan, dan memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan
otonomi daerah.















1. 2016 21.334 105.025.000 20.740.000
2. 2017 64.807 186.960.000 120.490.000
3. 2018 80.864 228.010.000 175.127.000
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes
Potensi pariwisata Hutan Mangroove Pandansari Kabupaten Brebes perlu di
kembangkan dan di bina secara terarah, terpadu dan berkelanjutan agar dapat meningkat
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan
meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah
Kabupaten Brebes. Perkembangan pariwisata Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun belum
menampakkan keberhasilannya dalam pengelolaan obyek-obyek wisata didaerah tersebut.
Dikarenakan masih banyaknya sebagian pariwisata yang belum berkembang dengan baik.
7Fenomena yang terjadi di kabupaten Brebes sebagian besar pariwisata diantaranya
adalah Hutan Mangrove Pandansari belum dikelola dan dikembangkan secara maksimal
karena keterbatasan dana dari pemerintah setempat sehingga dalam pengembanganya juga
mengalami hambatan dan belum bisa di pecahkan secara cepat. Seabagai contoh ialah berupa
fasilitas yang kurangnya perawatan dan juga yang paling fatal adalah fasiitas keselamatan
pengunjung pada saat penyebrangan menggunakan sampan mesin bernotor menuju obyek
wisata Hutan Mangrove. Terlihat dari jumlah pelampung yg disediakan di sampan tidak
sesuai dengan jumlah wisatawan yang berada didalam sampan bermotor tersebut. Selain itu
banyak kayu-kayu sebagai alas untuk jalan pengunjung banyak yang sudah mulai keropos
dan itu sangat membahayakan wisatawan karena dapat membuat wisatawan terjebur.
Ketersediaan air bersih ditoilet yang sangat kurang apalagi disaat akhir pekan jumlah
pengunjung yang banyak, kekurangan tersebut sangat dirasakan ketidaknyamananya.
Adapun kenyamanan pengujung, untuk beberapa titik, belum dibangunnya pengaman berupa
kayu pembatas agar wisatawan tidak sampai terjebur, karena dengan kekurangan pembatas
seperti ini obyek wisata mangrove tidak ramah untuk anak kecil. Dengan fenomena tersebut
maka penulis ingin menjadikan skripsi ini dengan judul : “PERANAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA
MANGROVE PANDANSARI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH.”
B. Rumusan Masalah
Masalah dalam penelitian harus di rumuskan dengan baik dan jelas agar masalah
penilitan dapat terjawab dengan baik. Menurut Winarno Surakhmad (1998:34) “Masalah
adalah setiap kesulitan yang menggerakan manusia untuk memecahkan masalah, masalah
harus dapat di rasakan sebagai tantangan yang harus di lalui (tentang jalan mengatasinya)
apabila kita akan berjalan terus, masalah menampakkan diri sebagai rintangan”.
8Berdasarkan pengertian tersebut, seorang peniliti dihadapkan pada permasalahan yang
harus dikaji dan dijawab. Rumusan masalah pada penilitian ini adalah :
1. Bagaimana peranan pemerintah daerah kabupaten Brebes dalam pengelolaan obyek
wisata Mangrove Pandansari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Adakah kendala dalam pengimplementasian peranan Pemerintah daerah kabupaten
Brebes dalam pengelolaan obyek wisata mangrove Pandansari untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana solusinya ?
C. Tujuan Penelitian
Dalam melakukan penelitian pasti ada maksud dan tujuan yang ingin di capai oleh
peniliti. Suharsimi Arikunto (2002: 51) menjelaskan bahwa, “Tujuan Penelitian adalah
rumusan kalimat yang menunjukan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian
selesai”.
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penilitian ini adalah :
a. Ingin mengetahui penarapan peranan Pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam
pengelolaan obyek wisaata Mangrove Sari untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.
b. Ingin mengetahui kendala dan solusi terhadap peranan yang telah dilakukan oleh
Pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam pengelolaan obyek wisata mangroove
sari untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
9D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai
referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.
b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang peranan
pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.
2. Manfaat Praktis
a. Penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
pemerintah daerah Kabupaten Brebes mengenai upaya-upaya yang dapat di
lakukan untuk menggali potensi dan mengembangkan pariwisata yang ada
sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes.
b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah daerah dalam upayanya untuk
mengembangkan sektor pariwisata, khususnya Obyek Wisata Mangrove
Pandansari
c. Sebagai masukan untuk masyarakat sekitar, bahwa dengan keberadaan obyek
wisata Mangrove Pandansari ini dapat di jadikan pemasukan pendapatan




Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori
dengan faktor-faktor penting yang telah di ketahui dalam suatu masalah tertentu atau
dikatakan bahwa kumpulan porposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk
menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi (Margono,
1996: 23)
A. Keuangan Daerah
Pengertian keungan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, adalah sebagai berikut :
“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut”
Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 Tahun 2011)
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah :
“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut”
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Menurut Mamesah (Halim 2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak
dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau
dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah
memiliki unsur pokok, yaitu :
 Hak Daerah;
 Kewajiban Daerah;
 Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu
melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu : suatu
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD
merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan pubik dan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
Salah satu ukuran keberhasilan suatu daeah otonom dapat dilihat dari kemampuan
dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara
pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan.
Rozali Abdullah (2005: 14) menjelaskan dalam hal ini yang dimaksud “Keuangan daerah
adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang
dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.”
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Penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap
pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Urusan-urusan yang menjadi tugas-tugas daerah
otonom dalam rangka desentralisasi dilimpahkan dalam APBD daerah bersangkutan.
Sedangkan urusan-urusan yang menjadi tugas pemerintah pusat atau tugas di daerah dalam
rangka asas pembantuan dibebankan kepada APBN dan APBD. Tantangannya yang dihadapi
daerah dalam rangka menyusun dan mengatur rumah tangganya sendiri semakin hari semakin
komplek, baik dalam kegiatan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyrakat.
Oleh karena itu pendapatan asli daerah dan sumber daya manusia akan sangat
menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan
menggali sumber keuanganya sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (2005: 144).
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan
dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam mebiayai kegiatannya.
Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Urusan-urusan yang menjadi tugas pemerintah pusat
atau tugas di daerah dalam rangka asas pembantuan dibebankan kepada APBN atau
APBD.
Tantangan yang dihadapi daerah dalam rangka menyusun dan mengatur rumah
tangganya sendiri semakin hari semakin komplek, baik dalam kegiatan pemerintahan maupun
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dan sumber daya
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manusia yang akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan didaerah. Dalam rangka
menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di perlukan
kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri didukung oleh perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Menurut UU no. 28 tahun 2009, retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga
golongan yaitu :
1. Retribusi jasa Umum, yang merupakan pengutan yang dikenakan oleh daerah kepada
masyarakat atas pelayanan yg diberikan.
2. Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pengutan yang dikenakan oleh daerah
berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta
dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan misalnya :
retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain.
3. Retribusi Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi.
a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba
dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
b. Lain-lain PAD yang sah,
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Menurut Halim (2004: 69), “Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang
berasal dari lain-lain memiliki pemerintah daerah.” Menurut Halim (2004:69), Jenis
pendapatan ini meliputi obyek pendapatan berikut, :
 Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
 Penerimaan jasa giro,
 Denda keterlembatan pelaksanaan pekerjaan,
 Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.
B. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam
kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata
tersebut. Soejono soekanto (1987:221) mengemukakan defenisi peranan lebih banyak
menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah
bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan
suatu peranan.
Menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan
sesorang atau sekelompok orang dalam suatu peritiwa”. Berdasarkan Poerwodarminta
maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu
peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang
atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :
“Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dalam masyarakat”.
Sedangkan peran menurut kamus bahasa Indonesia adalah karakter, kapasitas, posisi, dan
tugas yang aktif berkontribusi di dalamnya. Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah
tugas. Tugas di sini membahas mengenai tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes. Jadi
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yang dimaksud peran Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes adalah tugas Dinas Pariwisata
Kabupaten Brebes dalam melaksanakan instrumen peraturan perundang-undangan dan
melestarikan potensi warisan budaya dan cagar budaya yang terdapat di Brebes termasuk
obyek wisata mangrove pandansari.
Peran Pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam pengelolaan obyek wisata mangrove
Pandansari ada 4, yaitu sebagai Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.
A. Planning
Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan
tersebut. Di dalam planning, Dinas Pariwisata harus dapat memperhatikan masa depan,
mengatakan “Ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya”.
B. Organizing
Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber
daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan
organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam
setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan
beberapa tugas.
C. Actuating
Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan
pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama.
Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan
program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah
disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuian.
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D. Controlling
Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka
dibutuhkan pengontrolan.
C. Tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Brebestentang Tugas, Fungsi, dan Uraian
Tugas Jabatan Strutural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2016. Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, maka diketahui bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten di bidang pariwisata
berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan
serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Didalam Perbup tersebut, disebutkan dalam ayat (2)
tentang fungsi dinas pariwisata, diantaranya adalah menyatakan Dinas Pariwasata harus
menjalankan fungsi Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata.
Dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwasata, kami
menggunakan teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling).
a. Planning
Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai
tujuan tersebut. Di dalam planning, Dinas Pariwisata harus dapat memperhatikan
masa depan, mengatakan “Ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita
akan melakukannya”.
b. Organizing
Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap
sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang
berhubungan dengan organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktifitas,
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membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang
memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.
c. Actuating
Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan
pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan
kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk
mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan
dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus
sehingga perlu dilakukan penyesuian.
d. Controlling
Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka
dibutuhkan pengontrolan.
D. Pariwisata
Istilah Pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yang komponen-komponennya terdiri
dari : “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah,
properti, kampung, komunitas; dan “ata”berarti pergi terus-menerus, mengembara (roaming
about) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti : pergi
secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak
bermaksud untuk menetap ditempat yang menjadi tujuan perjalanan (Pendit, 2002:3).
Dari prespektif ekonomi, dampak positif pariwisata yaitu :
1. Mendatangkan devisa bagi negara melalui penukaran mata uang asing di daerah
tujuan wisata,
2. Pasar potensial bagi produk barang dan jasa masyarakat setempat,
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3. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang kegiatannya terkait langsung atau tidak
langsung dengan jasa pariwisata,
4. Memperluas pencipataan kesempatan kerja, baik pada sektor-sektor yang terkait
langsung seperti perhotelan, restoran, agen perjalana, maupun pada sektor-sektor yang
tidak terkait langsung seperti industri kerajinan, penyediaan produk-produk pertanian,
atraksi budaya, bisnis eceran, jasa-jasa lain dan sebagainya,
5. Sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan
6. Merangsang kreativitas seniman baik seniman pengrajin industri kecil maupun
seniman tabuh dan tayang diperuntukkan konsumsi wisatawan (Antara, 2011: 10).
Konsep Pariwisata menurut Brukart dan Medlik (2001: 46). Wisatawan memiliki empat
ciri, diantaranya adalah :
1. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di berbagai tempat
tujuan.
2. Tempat tujuan wisatawan berbeda dari tempat tinggal dan tempat kerjanya sehari-
hari, karena itu kegiatan wisatawan tidak sama dengan kegiatan penduduk yang
berdiam dan berkeja di tempat tujuan wisata.
3. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam beberapa hari atau bulan-bulanan
karena perjalanan itu bersifat sementara dan berjangka panjang.
4. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal untuk
menetap ditempat tujuan atau bekerja untuk mencari nafkah.
Menurut Robinson dalam Pitana (2005: 40), pariwisata berkembang karena adanya
gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang
baru, mencari perubaham suasana, atau untuk mendapatkan perjalanan baru.
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1. Obyek Wisata
Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik
wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/ Negara karena tertarik oleh
sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/
Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata (Mappi, 2001: 30).
Menurut Mappi (2001: 30-33) Obyek wisata dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu :
a. Obyek wisata alam, misalnya : Laut, pantai, hutan mangrove, gunung (berapi), danau,
sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
b. Obyek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik
(tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun sawah, upacara panen,
cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain
tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum
dan lain-lain.
c. Obyek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan),
hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman
nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.
Membangun obyek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi
masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat,
lingkungan hidup, dan obyek wisata itu sendiri. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata
dapat diakukan oleh pemerintah, badan usaha maupun perseorangan dengan melibatkan dan
bekerjasama pihak-pihak yang terkait.
2. Jenis wisata
20
Seorang wisatawan mengadakan perjalanan wisata karena didorong oleh berbagai
motif yang tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. Bagi daerah yang sangat perlu
mempelajari motif ini karena berhubungan dengan fasilitas yang perlu disiapkan dan
program-progam promosinya.
Beberapa pariwisata yang sudah dikenal, antara lain Pendit (2004: 14) :
a. Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk
memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan
ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat
istiadat, cara hidup, kebudayaan dan seni mereka.
b. Wisata kesehatan yaitu perjalanan seorang wisatawan yang bertujuan untuk menukar
keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan
beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
c. Wisata olahraga yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan
berolahraga atau memang sengaja untuk mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga
disuatu tempat atau Negara.
d. Wisata Komersial yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi
pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri,
pameran dagangan dan sebagaianya.
e. Wisata industri yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa atau
pelajar, atau orang0orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan maksud dan
tujuan untuk mengadakan penelitian.
f. Wisata Bahari yaitu perjalanan yang banyak dikaitan dengan olahraga air seperti
danau, pantai atau laut.
g. Wisata cagar alam yaitu jenis wisata yang biasanya banya diselenggarakan oleh agen
atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke
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tempat atau daerah cagar alam, taman indung, hutan daerah, pegunungan dan
sebagainya, yang kelestariannya, dilindungi oleh Undang-undang.
E. Hutan Mangrove
Hutan mangrove ini sama saja dengan jenis hutan yang lainnya. Alasan mengapa hutan
ini dinamakan sebagai hutan mangrove adalah karena pepohonan yang hidup di hutan ini
didominasi atau hampir semuanya adalah pepohonan mangrove atau pepohonan bakau,
sehingga dinamakan sebagai hutan mangrove.
Hutan mangrove atau hutan bakau ini merupakan hutan yang berada di lingkungan
perairan payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi okeh keberadaan pasang
surut air laut. Ekosistem hutan ini juga khas. Ke khasan ekosistem hutan mangrove ini salah
satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut. Karena jenis tanah yang
dimiliki oleh hutan ini cenderung berlumpur, maka bisa dibayangkan hanya sedikit jenis
tumbuhan yang bisa hidup di daerah ini.
Adapun ciri-ciri hutan mangrove :
 Didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan
yang mempunyai akar mencuat ke permukaan.
 Tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air
tawar dan air asin.
 Sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
 Keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi
akumulasi bahan organik.
F. Pengelolaan Obyek Wisata Mangrove Pandansari
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:534) Pengelolaan berarti proses, cara,
perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang
lain proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Manajemen adalah
Suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya (Terry George, 2009).
Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan adalah
suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan.
a). Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan
datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan
demi mencapai hasil yang dikehendaki.
b).Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai
kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
c). Pelaksanaan (Actuating)
Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian
tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
d). Pengawasan (Controlling)
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Pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu
penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya
tetap sesuai dengan rencana.
Pada dasarnya pengelolaan pariwisata adalah suatu proses yang berkeseimbangan untuk
melakukan matching and adjustmentyang terus menerus antara sisi supply dan
demandkepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang terlah di tentukan (Nuryanti,
2004:15).
Wisata hutan mangrove Pandansari berada di pesisir pantai laut jawa tepatnya terletak di
Dukuh Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes.Pandansari adalah sebuah pedukuhan
di daerah pesisir yang masuk dalam administrasi Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes dengan
jarak sekiar 10 km dari Kota Brebes. Baru sejak tahun 2008 salah seorang tokoh muda bapak
Mashadi dibantu bapak Rusjan mantan Kepala Desa Kaliwingi beserta kelompok Dewi
Mangrove Sari mencoba menanam kembali mangrove untuk mencegah parahnya abrasi,
mangrove juga ditanam sebagai upaya mengembalikan ekosistem biota laut.
Mashadi bersama kelompok binaan berhasil menanam 2.260.000 batang pohon
mangrove seluas 200 hektare. Selain itu juga melakukan pemberdayaan masyarakat lokal,
pemanfaatan potensi lokal, pemanfaatan lahan kritis, kampanye penyadaran masyarakat dan
pembelajaran lingkungan, perlindungan kawasan hutan mangrove dengan membentuk Satuan
Tugas Penjaga Segara (SATGAS GARA) dan pertanian berkelanjutan.
Lokasi hutan mangrove yang berada tepat di tepian pantai menambah pesona keindahan
obyek wisata hutan mangrove. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati berbagai atraksi
yang telah disediakan seperti menyusuri hutan mangrove melewati sungai dengan
menggunakan kapal kecil sampai kemuara sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan
laut setelah menyusuri sungai yang tepiannya dipenuhi mangrove.
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Pengunjung juga dapat melakukan trekking ditengah hutan mangrove dengan jalur yang
sudah disediakan berupa jalan yang dibuat dengan lempengan kayu, serta terdapat juga
menara gardu pandang yang dapat digunakan pengunung untuk melihat keindahan hutan
mangrove dari atas. Selain itu pengunjung juga dapat pergi ketengah laut untuk melihat pulau
pasir dengan menggunakan perahu. Keberadaan flora dan fauna yang terdapat dikawasan
hutan mangrove menambah nilai keindahan dan keunikan tersendiri bagi wisatawan.
Pengelolaan potensi pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih meningkatkan
sumber daya yang dimiliki oleh suatu obyek wisata dengan cara melakukan pembangunan
unsur-unsur fisik maupun nonfisik dari sistem pariwisata sehingga meningkatkan
produktivitas.
Pada tahap berikutnya dikembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang
berorientasi pelestarian lingkungan (Ramly, 2007: 9). Disamping itu untuk dapat melakukan
pengembangan perlu memperhatikan berbagai aspek, suatu obyek wisata yang akan
dikembangkan harus memperhatikan syarat-syarat pengembangan daerah menjadi objek
wisata yang dapat diandalkan, yaitu :
1. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan potensi
obyek wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan dana yang ada.
2. Evaluasi letak potensi terhadap wilayah, pekerjaan ini mempunyai latar belakang
pemikiran tentang ada atau tidaknya pertentangan atau kesalahpahaman antar wilayah
administrasi yang terkait.
3. Pengukuran jarak antar potensi, pekerjaan ini untuk mendapatkan informasi tentang
jarak antar potensi, sehingga perlu adanya petagihan potensi obyek wisata.
Produk wisata adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk menarik
perhatian, perolehan, pemakaian dan konsumsi dan yang mungkin memuaskan kebutuhan dan
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keinginan konsumen. Konsep produk tidak terbatas pada obyek fisik saja namun juga non
fisik (jasa), dan sebagai tambahan terhadap produk fisik dan produk non fisik (jasa), dan
sebagai tambahan terhadap produk fisik dan produk jasa, produk juga meliputi orang, tempat,
organisasi, atau aktifitas.
Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas, maka strategi pengembangan yang dapat
dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk mewujudkan peranan meningkatkan pendapatan asli
daerah melalui sektor obyek wisata mangrove Pandansari, selain strategi promosi adalah
dengan meningkatkan potensi yang dimiliki yaitu wisata alam, wisata bahari, baik fisik
maupun non fisik dimana didalamnya mencakup daya tarik, aksesbilitas, fasilitas dan layanan
pendukung lainnya.
1. Faktor Pendorong pariwisata
Faktor pendorong umumnya bersifat sosial-psikologis, atau merupakan person
specific motivation, sedangkan faktor penarik merupakan destination specific
atributes.
Adanya faktor pendorong, maka seseorang ingin melakukan perjalanan wisata, tapi
belum jelas daerah mana yang akan dituju. (Ryan 1993 dalam Pitana dan Gayatri. 2005: 61),
dari kajian literaturnya menemukan berbagai faktor pendorong bagi seseorang untuk
melakukan perjalanan wisata seperti dibawah ini.
a. Kejenuhan: Ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan, atau
kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari.
b. Penyegaran: Keinginan untuk penyegaran yang juga berhubungan dengan motivasi
untuk escape diatas.
c. Kegembiraan: Ingin menikmati kegembiraan melalui berbagai permainan, yang
merupakan pemunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan, dan melepaskan diri
sejenak dari berbagai urusan yang serius.
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d. Kekerabatan: ingin mepercepat hubungan kekerabatan, khususnya dalam konteks
VFR (Visiting Friends and Relations).
e. Prestise: Untuk menunjukan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang menunjukan
kelas dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk menaikkan status dan
drajat sosial.
f. Interaksi sosial: untuk dapat melakukan interaksi sosisal dengan teman sejawat, atau
dengan masyarakat lokal yang dikunjungi.
g. Kebudayaan: Keinginan untuk melihat sesuatu yang baru, mempelajari orang lain atau
daerah lain, atau kebudayaan etnis lain. Hal ini pendorong yang dominan dalam
pariwisata.
h. Pengalaman: keinginan untuk menemukan diri sendiri, karena diri sendiri biasanya
bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru.
i. Impian: Keinginan untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang lama dicita-citakan,
sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat, agar bisa melakukan perjalanan.
Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan wisata dimotivasi oleh beberapa hal,
motivasi-motivasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar sebagai
berikut:
(1) Physical or physiological motivation yaitu motivasi yang bersifat fisik antara lain
untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga
bersantai dan sebagainya.
(2) Cultural motivation yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan
kesenian daerah lain.
(3) Social or interpersonal motivation yaitu motivasi yang bersifat sosial, seperti
mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang
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dianggap mendatangkan gengsi (prestice), melakukan ziarah, pelarian dari situasi
yang membosankan dan seterusnya.
(4) Fantasy motivation yaitu adanya motivasi didaerah lain seseorang akan bisa lepas dari
rutinitas keseharian yang menjemukan dan yang memberikan kepuasan psikologis
(Mclntosh, 1977 dan Murphy, 1985; dalam Pitana dan Gayatri, 2005:60)
2. Faktor Penarik Berwisata
Berbagai faktor penarik yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata akan menyebabkan
wisatawan akan memilih daerah tujuan wisata tertentu untuk memenuhi keinginan dan
kebutuhannya.
Merdik, 1980 dan Jackson 1989 (dalam Pitana dan Gayatri 2005: 62), telah










i. Daya tarik wisata
j. Budaya
k. Lingkungan alamiah dan buatan
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Lebih lanju, ditentukan ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran
pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :
a) Aspek daya tarik destinasi, merupakan atribut daerah tujuan wisata yang berupa apa
saja yang dapat menarik wisatawan dan setiap destinasi pasti memiliki daya tarik,
baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya.
b) Aspek transportasi atau sering disebut aksesbilitas; merupakan atribut akses lagi
wisatawan domestik dan mancanegara agar dengan mudah dapat mencapai tujuan ke
tempat wisata baik secara international maupun akses terhadap tempat-tempat wisata
pada sebuah destinasi.
c) Aspek fasilitas utama dan pendukung; merupakan atribut amenitas yang menjadi salah
satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih
lama pada sebuah destinasi.
d) Aspek kelembagaan; atribut sumber daya manusia, sistem dan kelembagaannya
berupa lembaga pariwisata yang akan mendukung sebuah destinasi layak untuk
dikungjungi, aspek kelembagaan tersebut dapat berupa dukungan lembaga keamanan,
lembaga pariwisata sebagai pengelola destinasi, dan lembaga pendukung lainnya yang
dapat menciptakan kenyamanan wisatawan.
Pariwisata apapun jenis dan namanya hendaknya dapat dibangun dan dikembangkan
berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut United Nation (2005:25)
prinsip-prinsip tersebut adalah satu kesatuan prinsip yang harus dipahami dan dilakukan
secara holistik agar pembangunan pariwisata dapat berkesinambungan termasuk untuk
pembangunan kota sebagai daya tarik wisata ataupun pembangunan kota wisata. Prinsip-
prinsip tersebut adalah:
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1. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan dapat didukung
secara ekologi dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan
sosial bagi masyarakat setempat.
2. Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan
dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
3. Pemerintah dan otoritas yang kompeten, dengan partisipasi lembaga swadaya
masyarakat dan masyarakat setempat harus mengamil tindakan untuk
mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi pada pembangunan
berkelanjutan.
4. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat
bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada projek-projek pariwisata yang
berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan.
5. Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun dimasa
depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerja sama teknis dan bantuan keuangan
untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
6. Promosi/dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang sesuai dengan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk
penelitian, diseminasi informasi dan tranfer pengetahuan tentang pariwisata dan
teknologi pariwisata berkelanjutan.
8. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem
pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi
sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program
kerjasam international.
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Menurut Gamal Suwantoro, (2007:8), pembangunan suatu obyek wisata harus dirancang
dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki obyek tersebut dengan mengacu
kepada kriteria keberhasilan pengembangan pariwisata yang meliputi berbagai kelayakan,
antara lain :
1. Kelayakan Finansial
Studi kelayakan ini menyakut perhitungan secara komersil dari pembangunan obyek
wisata tersebut. Perkiraan untung-rugi sudah harus diperkirakan dari awal.
2. Kelayakan Sosial Ekonomi Ragional
Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk
membangun suatu obyek wisata juga akan memiliki kerja/berusaha, dapat
meningkatkan penerimaan devisa, dapat meningkatan penerimaan pada sektor yang
lain.
3. Layak Lingkungan
Analisis dapak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan
suatu obyek wisata. Pembangunan obyek wisata yang mengakibatkan rusaknya
lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pembangunan obyek wisata bukanlah
untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk
kebaikan manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan dan keserasian
hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alam dan
manusia dengan Tuhannya.
Faktor-faktor geografi yang mendukung pengembangan pariwasata, yaitu:
a. Lokasi
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Pada studi geogarfi, lokasi ini merupakan variabel yang dapat mengungkapkan berbagai
hal tentang gejala yang kita pelajari. Jadi, lokasi suatu benda atau suatu gejala geografi yang
bersangkutan secara lebih jauh lagi. Masalah atau persoalan yang berkenaan dengan asosiasi
gejala dengan gejala lain, dengan ditunjukkan lokasinya, sudah memberikan perspektif
sebelum dianalisa lebih lanjut (Nursid Sumaatmadja, 2008:118).
b. Iklim
Posisi geografi suatu lahan sangat menentukan kondisi iklim yang ada dilahan tersebut.
Ketinggian suatu lahan juga mempengaruhi kondisi iklim suatu lahan, lahan yang secaara
geografi terletak pada posisi geografis yang sama, akan tetapi ketinggian berbeda akan
berbeda pada kondisi klimatologinya. Oleh karena itu letak ketinggian dan posisi geografi
suatu lahan sangat menentukan kondisi iklim yang ada dilahan tersebut seperti temperatur
rata-rata, curah hujan rata-rata, prespitasi, kelembaban, angin dan arah angin, kabut, awan
dan sebagainya (Djauhari Noor, 2011:227).
c. Hidrologi
Hidrologi yang ada dalam suatu lahan akan berpengaruh terhadap potensi sumber daya
lahan tersebut. Ketersediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan, baik manusia
maupun flora dan fauna yang berada didalam lahan tersebut sangatlah vital (Djauhari Noor,
2011:226).
d. Tanah
Jenis-jenis tanah yang menempati suatu lahan sangat menentukan terhadap jenis tanaman
apa aja yang sesuai dengan jenis tanah tersebut. Oleh karena itu potensi suatu ahan terhadap
peruntukannya sangat ditentukan oleh jenis tanah yang menempati lahan tersebut. Disamping
itu daya dukung lahan untuk bangunan ditentukan oleh sifat-sifat keteknikan dari tanah dan
batuan terhadap daya dukung bangunan (Djauhari Noor, 2011: 226).
e. Geologi
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Geologi yang dimaksud disini adalah struktur geologi (lipatan dan patahan) yang
terdapat didalam suatu lahan tersebut dan batuan. Batuan merupakan benda padat bentukan
alam yang terpadu atau tidak dan disusun oleh satu macam mineral atau lebih. Berdasarkan
hasil runtutan pembentukannya, ada tiga golongan batuan. Ketiga golongan batuan tersebut,
yaitu batuan bekuan, batuan endapan (sedimen), dan batuan malihan (metamorf). Disamping
runtunan terjadinya, perbedaan lainnya terletak pada penampakanya dan beberapa sifat fisik
lainnya. Semua golongan batuan ini kalau lapuk (hancur) dan bercampur dengan umur
organik lainnya akan berubah menjadi agregasi tanah (Soewarno Darsoprajitno, 2002:33).
f. Flora dan Fauna
Fauna dan flora yang terdapat didalam suatu lahan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari sumber daya yang dimiliki oleh lahan tersebut. Berbagai jenis binatang serta
tumbuhan yang hidup secara alamiah disuatu lahan merupakan sumber daya dari suatu lahan.
Oleh karena itu peruntukan suatu lahan untuk kepentingan tertentu haruslah dipertimbangkan
aspek ekologi yang ada didalam lahan tersebut serta untuk menjaga kelestarian fauna dan
flora yang terdapat didalamnya (Djauhari Noor, 2011: 227).
G. Definisi Konseptual
Masri Sirangimbun (1985:16) mengemukakan definisinya mengenai konsep, Konsep
adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang di pakai oleh para
peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena alami atau dengan kata lain
bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai
untuk menggambarkan fenomena yang sama. Konsep dapat diartikan sebagai unsur dari
suatu penelitian yang berupa definisi, yang mana penjabaran secara umum ini digunakan
untuk menggambarkan secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian.
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Jadi definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu abstrak dari hal – hal
yang perlu di amati sehingga akan mempermudah penealaahan dan penjernihan masalah –
masalah agar mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti yang
digunakan dalam penelitian.
Adapun batasan konsep-konsep yang perlu dijelaskan dan digunakan dalam penilitian,
yaitu :
1. Peranan Pemerintah daerah kabupaten Brebes melalui Dinas Kebudayan dan
Pariwisata dalam berbagai bentuk pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diusahakan atau dicari oleh setiap
Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur
3. Tentang penggalian sumber-sumber keuangan daerah.













Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penilitian kuantitatif
kualitatif dan R & D. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan
penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.
Rasional berarti kegiatan penelitian itu di lakukan dengan cara-cara yang masuk akal,
sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu
dapat di amati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui
cara-cara yang digunakan.
Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-
langkah tertentu bersifat logis. Dalam metode penelitian kualitatif terdapat tipe penelitian,
sumber informasi, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
jadwal pelaksanaan penelitian, sistematika pembahasan, berikut uraianya :
1. Tipe Penelitian
Untuk menghindari kekaburan dalam penelitian, maka perlu diketahui tipe penelitian
yang akan diambil sesuai dengan permasalahanya, pada umumnya penelitian dapat di
golongkan kedalam penelitian:
a. Penelitian eksplorer (eksploratif) yang bersifat menjelajah, menggali bertujuan
untuk memperdalam pengatahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru
mengenai gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah
secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis.
b. Penelitian deskriptif yang bersifar menggambarkan, menurut Prof. Dr. Sugiono
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik
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satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.
c. Penelitian eksperintal suatu penelitian dengan melakukan percobaan terhadap
kelompok-kelompok eksperimen.
d. Penelitian komparatif adalah suatu penelitan yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh antar dua variabel atau lebih.
Sedangkan metode kualitatif menurut BOGDAN dan TAYLOR (Dalam Dr. Lexy
Moloeng, MA 1990: 3) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang dapat di amati.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu hanya
memaparkan situasi atau peristiwa yang telah berlangsung. Hal ini sejalan dengan pendapat
Moh. Nazir, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial yang mendefinisikan
metode deskriptif sebagai berikut :
“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,
suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada
masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki” (Nazir, 1999: 63).
Metode penelitian deskriptif menjelaskan keadaan atau menggambarkan subyek atau
obyek sasaran yang harus di teliti dan diambil datanya sehingga membantu dalam
penyusunan skripsi ini. Sehingga untuk kedepannya memudahkan penulis dalam
pelaporannya.
Dari uraian diatas penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode
kualitatif tujuannya menggambarkan dan menganalisis lebih mendalam mengenai peranan
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dinas pariwasata dan kebudayaan kabupaten Brebes dalam pengembangan obyek wisata
Mangrove Pandansari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Brebes.
2. Sumber Penelitian
Sumber informasi adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat
langsung dengan permasalahan penelitian. Proses pemilihan informasi tidak mengacu pada
banyak banyaknya jumlah informasi yang akan dipilih namun lebih kepada kedalam
informasi yang diperoleh peneliti.
Pengertian informan menurut Maleong (2001:90) yaitu orang yang dimanfaatkan
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Persyaratan yang di
perlukan dalam memilih dan menentukan seseorang informan adalah ia harus jujur, taat pada
janji, patuh pada peraturan, suka berbicara dan masyarakat yang menerima dengan program
tersebut serta masyarakat yang secara nyata menolak program tersebut. Usaha untuk
menemukan informan dapat dilakukan dengan cara : (1) melalui keterangan orang yang
berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun informal (orang/badan, masyarakat
seperti tokoh masyarakat).
Sumber informasi yang di gunakan oleh penulis yaitu berasal dari wawancara dengan
narasumber melalui instrumen tambahan berupa dokumentasi dan data pendukung.
Wawancara berlangsung dengan tatap muka atau kontak langsung pada narasumber seperti
kepala dinas pariwisata, staf, dan tokoh masyarakat.
3. Instrumen Penelitian
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Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas
instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam hal instrumen penelitian
kualitatif, Lincoln and Goba (1986) menyatakan bahwa :
“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other
form of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the intial
and continuing mainstay. But if the human instrument has bee used extensively in earlier
stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that
the human instrument has product”.
Selanjutnya nasution (1988) menyatakan : “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada
pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya
ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus
penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang di gunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu
semuanya tidak dapat di tentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih
perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak
jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya penelitian itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang
dapat mencapainya.”
Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri,
yakni bagaimana peneliti berperan sebagai instrumen peneliti dengan menggunakan alat
bantu. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data
berupa : Forografi, dokumn, penyebaran angket dan lain-lain.
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4. Teknik Pengumupulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Metode Observasi
Sutrisno Hadi dalam buku Metode Penelitian Administrasi (sugiyono, 2006:166)
mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu
proses yang disusun dari berbagai proses biologi dan psikologis dengan aspek
terpenting antaranya proses pengamatan dan ingatan. Metode ini digunakan bila
penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan
bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
Dari segi pelaksanaan observasi dapat di bedakan menjadi :
- Observasi berperan serta (Participant observation)
Penelitian terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari obyek yang di
amati dan mengikuti aktivitas obyek penelitian.
- Observasi non partisipan ( Non Participant Observation)
Peniliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.
b. Metode Interview (Wawancara)
Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Teknisnya adalah
dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden, dengan menggunakan
metode wawancara langsung dimaksudkan untuk mempertegas hal-hal yang mungkin
tidak di ketahui responden. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan topik
penelitian untuk memperoleh data primer dari obyek penelitian.
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Dalam penelitian kualitatif wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi suatu
peristiwa, situasi dan keadaan tertentu yang dialami obyek peneliti yang ada hubungannya
dengan peranan dinas pariwasata untuk pengembangan obyek wisata mangrove Pandansari di
Kabupaten Brebes.
c. Metode Dokumenter
Yaitu mempelajari buku-buku dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah
yang menjadi pokok bahasan guna mendapatkan informasi teoritis. Data diperoleh
secara tidak langsung melalui data perpustakaan dengan membaca dan mencari
literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data
primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (sumber utama).
Dalam penelitian ini data primer bersumber dari :
- Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara
langsung ke lapangan atau objek penelitian dan melakukan pencatatan terhadap
data-data yang ada hubungannya dengan strategi pengembangan obyek wisata
dalam meningkatkan PAD Kabupaten Brebes.
- Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan
secara langsung kepada sampel terpilih untuk mendapatkan jawaban langsung
yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian, yaitu wawancara secara
langsung dengan pihak-pihak terkait seperti pegawai atau staff yang bekerja
diobyek wisata mangrove Pandansari, masyarakat di sekitar obyek wisata.
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- Dokumentasi
Adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian,
meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto,
film dokumenter, data yang relevan penelitian (Riduwan, 2004:105)
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama.
Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui, penelitian kepustakaanm yaitu
mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian, melalui : buku-buku,
surat kabar, majalah, internet serta literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek
wisata.
d. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul semua, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut
untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisa data
yang di gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau
kalimat-kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan pada penelitian ini
tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi, melainkan hanya menjelaskan situasi.
Analisis yang digunakan dalam pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif.
“Secara operasional, tahapan analisis deskriptif dilakukan setelah pengumpulan data” (Milles
dan Huberman dalam kardimanto, 2005: 16) analisis deskriptif dilakukan setelah penulis
memperoleh data dilapangan. Data tersebu kemudian di susun secara bertahap agar
memudahkan penulis dalam analisisnya. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut :
1. Reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari
hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data
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dilakukan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data yang berhubungan
dengan peranan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan obyek wisata
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Dari setiap
data yang dipilih, kemudian disilang melalui komentar narasumber dalam wawancara
dan observasi diobyek wisata tersebut.
2. Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi
pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada awalnya terpisah
menurut sumber informasi kemudia disusun pada saat diperolehnya informasi tersebut.
Maka data tersebut diklarifikasi menurut pokok-pokok permasalahan yang menjadi
pembahasan.
3. Menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah
dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Selaras dengan mekanisme pemikiran
induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus,
sampai pada merumuskan kesimpulan yang sifatnya umum.
Keterangan diatas dapat digambarkan pada bagan berikut ini :




Reduksi Data Pengujian Data
Penarikan Kesimpulan
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A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sebesar 166.117 Ha. Secara
administratif, Kabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi
Jawa Tengah, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, laut Jawa di
sebelah utara, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten
Banyumas dan Cilacap di sebelah selatan. Kabupaten Brebes terdiri dari 17
kecamatan yang meliputi 292 desa dan 5 kelurahan.
Gambar 4.1
Peta administrative Kabupaten Brebes (sumber: RPJMD Brebes)
B. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Brebes
Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Brebes berada pada antara 6o 44’-
7o 21’ Lintang Selatan dan antara 108o - 109o 11’ Bujur Timur dengan bentuk
memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang
50 km dan memiliki garis pantai sepanjang 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil
laut 1.036,80 km2.
C. Topografi Kabupaten Brebes
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Kondisi topografi Kabupaten Brebes, meliputi daerah pegunungan atau
dataran tinggi yang berada di 3 kecamatan, dataran rendah yang berada di 9
kecamatan, dan daerah pesisir/pantai berada di 5 kecamatan, dengan ketinggian antara
0-2.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Brebes bervariasi,
meliputi lahan dengan kemiringan 0-2º sebesar 43%, lahan dengan kemiringan 2-15º
sebesar 18%, lahan dengan kemiringan 15-40º sebesar 23%, dan lahan dengan
kemiringan lebih dari 40º sebesar 15%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar
pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.
D. Kepariwisataan Kabupaten Brebes
Perkembangan jumlah objek wisata di Kabupaten Brebes cenderung stabil,
terdiri dari wisata marina sebanyak 1 buah, wisata tirta dari 4 buah pada Tahun 2013
meningkat pada Tahun 2016 menjadi 10 buah, wisata sejarah baru ada pada Tahun
2016 sebanyak 4 buah, dan suaka alam sebanyak 1 buah. Sehubungan wisata di
Kabupaten Brebes belum berkembang dengan baik maka sangat berpengaruh terhadap
jumlah kunjungan wisatawan dan juga masih belum dikenal oleh wisatawan
mancanegara. Jumlah wisatawan domestic sebanyak 129.239 orang pada Tahun 2012
dan meningkat pada Tahun 2015 yaitu 339.679 orang.
Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Brebes. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Brebes, salah satu
yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata. Destinasi Pariwisata adalah
kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di
dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,fasilitas pariwisata, aksesibilitas,
serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
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Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013, kebijakan pembangunan Destinasi
Pariwisata di Kabupaten Brebes adalah :
1. Destinasi pariwisata Kabupaten Brebes di prioritaskan pada pembangunan
kawasan wisata unggulan untuk memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Brebes.
2. Pembangunan kawasan wisata unggulan Kabupaten Brebes didasarkan pada
daya tarik wisata unggulan yang membentuk suatu tema atau konsep yang berbeda
antar kawasan, dalam kerangka saling melengkapi dan memperkuat daya tarik yang
ditawarkan, dengan tidak memandang batas administratif daerah.
3. Pembangunan kawasan wisata unggulan dan penyediaan sarana prasarana
penunjang pariwisata diprioritaskan di daerah yang relatif belum berkembang, dalam
kerangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
4. Pusat pembangunan pariwisata di setiap kawasan wisata adalah obyek
wisata unggulan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wisata kawasan dan penyedia
fasilitas, serta sebagai pusat penyebaran pembangunan kegiatan wisata ke wilayah
lain yang masih termasuk dalam satu kawasan wisata.
Dari Data Dinas Pariwisata dan kebudayaan, melalui kunjungan secara
langsung oleh sebagian masyarakat, baik untuk tujuan liburan, kuliner, sejarah,
budaya hingga spiritual, setidaknya di Brebes kini terdapat 35 tujuan wisata yang
patut di banggakan sebagai masyarakat Brebes. 35 item wisata tersebut adalah :
 DALAM KOTA : Alun Alun Brebes, Masjid Agung, Ciblon Waterpark.
 KULINER : Telor Asin, Sate Blengong, Bandeng Lumpur, Sate Kambing.
 HASIL TANI : Bawang Merah.
 PULAU : Pulau Prapag lor Losari, Mangrove Pandansari
 PANTAI : Randusanga Indah.
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 PEGUNUNGAN : Puncak Gunung Slamet, Agrowisata Kaligua, Telaga
Renjeng, Waduk Malahayu, Waduk penjalin, Goa Lawa, Sumur Penganten,
Puncak Gunung Lio.
 AIR TERJUN / CURUG : Curug Gunung Putri, Curug Gunung Cupu, Curtug
Bamburangkas, Curug Tonjong, Curug Cipicung, Curug Buhun PP.
 PEMANDIAN : Tirta Husada, Air Panas Cipanas, Tuk Bening
 SEJARAH : Candi Pangkuan, Jembatan Sakalibels, Goa Jepang, komonitas
Jalwasthu Desa Ciseureuh.
 KESENIAN : Batik salem, Buroq, Sintren, Barong Singa.
E. Letak dan Batas Wilayah Obyek Wisata Mangrove Pandansari
Secara Geografis obyek wisata Mangrove Pandansari Terletak didalam
wilayah administrasi Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang
wilayahnya terletak diujung paling utara dan berbatasan langsung dengan laut jawa.
Obyek Wisata Mangrove Pandansari ( Dewi Mangrove Sari ) adalah hasil dari
semangat warga masyarakat dalam melawan abrasi sehingga selama 10 tahun
tertanam lebih dari 220 Ha hutan mangrove untuk mencegah abrasi. Dari hasil
penanaman dan rehabilitasi mangrove muncul potensi pengembangan untuk Wisata
mangrove. Hutan Mangrove Pandansari diberikan nama demikian karetan terletak di
Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa
Tengah. Sedangkan wisata ini baru dibuka untuk wisata mulai tahun 2016 dan mulai
dikenal oleh masyarakat luas pada tahun 2017.
Berdasarkan bentuk topografi wilayah Desa Kaliwilingi Obyek Wisata
Mangrove Pandansari terletak didataran rendah yang didominasi oleh lahan tambak
dengan total luas 220 Ha.
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F. Rute Menuju Obyek Wisata Mangrove Pandansari
Rute untuk menuju Obyek Wisata Mangrove Pandansari jika dari arah kota
Brebes, maka arahkan kendaraan menuju ke arah barat menuju keluar arah dari kota
Brebes. Ikuti jalan pantura sampai melewati Rumah Sakit Bhakti Asih terletak di
sebalah kanan jalan maka akan ada pertigaan lalu menuju kearah utara (Kanan).
Setelah memasuki jalan menuju kearah utara, maka ikuti saja jalan tersebut hingga
bertemu dengan pasar dan terlihat papan petunjuk jalan menuju ke arah Obyek Wisata
Mangrove Pandansari. Ikuti papan petunjuk tersebut maka akan ada pertambakan
udang, bandeng, dan garam di setiap sisi jalan. Setelah itu anda akan menjumpai
parkiran dan Nampak jelas ada pintu gerbang Obyek Wisata Mangrove Pandansari.
Jika dari arah Cirebon, Jawa Barat. Maka menuju kearah utara (kiri) sebelum Rumah
Sakit Bhakti Asih Brebes.
Gambar 4.2
Denah rute menuju Obyek Wisata Mangrove Pandansari
G. Karakteristik Obyek Wisata Mangrove Pandansari
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Membahas mengenai berbagai karakteristik, potensi daya tarik, fasilitas, serta
aksesibilitas obyek penelitian yaitu Obyek Wisata Mangrove Pandansari yang berada
di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes.
1) Karakteristik :Wisata Alam
2) Potensi Daya Tarik
Desa Wisata Mangrove Pandansari ( Dewi Mangrove Sari ) adalah hasil
dari semangat warga masyarakat dalam melawan abrasi sehingga selama 10 tahun
tertanam lebih dari 220 Ha hutan mangrove untuk mencegah abrasi. Dari hasil
penanaman dan rehabilitasi mangrove muncul potensi pengembangan untuk
Wisata mangrove. Disamping potensi hutan Bakau potensi lain adalah untuk Olah
Raga air ( Surfing, Layar, sky air, kano , dayung , mincing mania ) sementara
potensi sand island atau pulau pasir sangat asyik untuk melihat matahari terbenam.
Aktivitas nelayan pencari ikan , udang , kerang juga menjadi pemandangan unik
perjalanan menuju pulau pasir, selama perjalanan akan di ikuti oleh lompatan ikan
ikan Blanak di samping kanan kiri perahu serta munculnya ubur ubur. Aneka
kerang juga bisa di cari di lokasi pulau pasir yang panjangnya hamper 10 Km.
Kuliner dan kerajinan khas pesisiran menjadi daya tarik menu yang khas di
daerah lain. Dengan makanan yang memiliki sensasi berbeda, batik mangrove dan
kerajinan kerang dapat di jadikan buah tangan yang khas serta buah local Sawo
yang memiliki cita rasa unik. Dibanding sawo di daerah lain.
Budidaya Perikanan yang tidak dijumpai di daerah lain, Pembibitan nener,
kepiting keramba, kepiting soka / lemburi, rumput laut, kerang darah, kerapu dan
kakap jarring apung wisata pembelajaran serta pemberian makanan pada ikan dan
kepiting soka serta proses Budidayanya merupakan pengalaman yang unik..
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Pengembangan yang akan di laksanakan Tracking Mangrove sepanjang 1
Km. Menara Pantau Burung, Gazebo untruk sunset, dan Dermaga apung. Rencana
kedepan adalah Hutan Pesisir selain mangrove, Pertanian Organik, Taman Kupu
Kupu , Taman edukasi ekosistem pesisir, Centra kerajinan Kerang dan Batik
Mangrove, Pembibitan mangrove / Nusery. Joglo mangrove sebagai Mangrove
Information Center
3) Fasilitas Pendukung
Obyek wisata mangrove pandansari dilengkapi dengan beberapa fasilitas
pendukung seperti warung para penjual makanan/minuman yang berada di dalam
maupun di luar obyek wisata, tempat parkir motor dan mobil, toilet, mushola,
perahu pengangkut wisatawan, 3 dermaga tempat perahu bersandar untuk
mengangkut wisatawan, toko souvenir, petunjuk arah sehingga wisatawan mudah
memperoleh informasi dan kebutuhan wisata, serta tempat duduk dan gazebo di
sepanjang mangrove trail yang dapat digunakan pengunjung untuk istirahat dan
bersantai.
4) Lokasi dan aksesibilitas
Obyek Wisata Mangrove Pandasari berada di pesisir pantai Laut Jawa tepatnya
terletak di Dukuh Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes. Pandansari
adalah sebuah pedukuhan di Desa Kaliwlingi dengan jarak 15 km dari Alun-Alun
Brebes yang dapat di tempuh dalam waktu 45 menit menggunakan kendaraan
pribadi dengan kecapatan rata-rata. Rute jalan menuju obyek wisata mangrove
pandansari cukup mudah yaitu dari jalur pantura terdapat satu jalur utama yang
mudah untuk diakses. Jalan lebar dan mudah untuk dilalui kendaraan roda 4.
H. Sejarah Obyek Wisata Mangrove Pandansari
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Abrasi yang menggerus pantai utara Brebes sejak tahun 1985 sampai sekarang
begitu massif dan tak dapat diatasi dengan sempurna. Berawal dari kekhawatiran akan
hilangnya peradaban pesisir akibat naiknya permukaan air laut sebagai dampak
perubahan iklim membuat beberapa tokoh masyarakat bangkit dan menyadari untuk
segera melakukan sebuah tindakan bersama untuk berkarya melakukan hal positif.
Dari awalnya membendung laju abrasi dengan melakukan penanaman mangrove jenis
rizhopora sejak tahun 2005 sampai 2017 sudah terbentuk sabuk hijau di pesisir pantai
sepanjang 1,8 km dengan luasan 220 Ha akhirnya muncul gagasan untukkawasan
konservasi dan membentuk eko wisata mangrove.
Dari upaya yang di lakukan selama 10 tahun penanaman sejak 2005 muncul
ide gagasan untuk mengembangkan dewi mangrove sari. Yaitu sebuah desa wisata
mangrove dukuh pandansari yang menjadi kekuatan bersama untuk mengelola potensi
wisata alam yang lebih berkelanjutan dan lebih berpihak kepada masyarakat local
dengan potensi dan kearifan local yang lebih di utamakan. Berkat dukungan dari
berbagai pihak akhirnya tgl 6 april 2016 melalui dinas pariwisata kabupaten brebes di
kukuhkan sebagai kawasan desa wisata. Yang selanjutnya pada tanggal 30 april 2016
di lounching oleh masyarakat bekerjasama dengan dinas pariwisata kabupaten brebes
sebagai desa wisata.
Konsep pembangunan desa wisata mangrove adalah pelestarian lingkungan
yang lebih berkelanjutan, sehingga wisata edukasi dan wisata alam serta tradisi
masyarakat local menjadi semangat yang mendorong untuk menuju kesejahteraan dan
peningkatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sumber daya local , tradisi dan
budaya serta kultur masyarakat yang lebih toleran dan well come adalah kekuatan
yang perlu di apresiasi dan tumbuh kembangkan kan untuk kesejahteraan masyarakat
pesisir menuju gerbang Negara maritime.
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I. Visi Misi Obyek Wisata Mangrove Pandansari
Visi
Berawal dari desa pesisir menuju pembangunan kesejahteraan dan ekonomi
masyarakat maritime yang berkelanjutan melalui pengembangan potensi wisata alam
dewi mangrove sari.
Misi
 Melestarikan lingkungan pesisir lebih baik dan berkelanjutan
 Memfasilitasi pembinaan kelembagaan serta administrasi
 Memfasilitasi pengembangan produk olahan , pemasaran,yang efektif, efesien,
terpadu dan bertanggungjawab
 Memfasilitasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di desa
wisata sebagai daya tarik wisata unggulan dan pusat budaya masyarakat
pesisir.
 Memfasilitasi jejaring kemitraan dengan potensi desa wisata menuju ekonomi
kreatif.
J. Informasi Pengelola Obyek Wisata Mangrove Pandasari
1. Nama Pokdarwis :
DEWI MANGROVE SARI ( Desa Wisata Mangrove Pandansari).
2. Alamat sekretariat :
Jl. Sungai Beting Rt 02 Rw 05 Dukuh Pandsari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes
Kab Brebes.
3. Kepengurusan :
 Penanggung jawab : Kades Kaliwlingi
 Ketua Pokdarwis : Rusjan
 Wakil Ketua : Tajudin
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 Sekretaris : Mashadi
 Bendahara : Supard
K. Data Potensi Kepariwisataan Obyek wisata Mangrove Pandansari
Daya Tarik Wisata Ada/tidak Keterangan
a. Daya tarik wisata alam ada 1. Hutan mangrove
2. Nursery / pembibitan mangrove
3. Satwa burung dan ikan glodog
4. Pulau pasir / sand island
5. Olahraga air
6. Pantai gosong pasir
7. Pemancingan fish selter
b. Daya tarik wisata budaya ada 1. Rajah bumi
2. Merti Bumi




c. Dayatari kwisata kuliner ada 1. Aneka Olahan berbahan dasar ikan
2. Opak Bodin aneka rasa
3. Kuliner laut ikan, udang, kepiting,
kerang, urab anglur
4. Kue mangrove
5. Jipang, dan legram
d. Daya tarik wisata religi ada 1. Petilasan Mbah Pandan
2. Ritual dewi lanjar dan rantam sari
3. Sumur dalem Demang sapingi
4. Ujung Kitiran
5. Kungkum pesisir pandansari
Tabel 4.1
Sumber : Profil Obyek Wisata Mangrove Pandansari
Fasilitas Pendukung Wisata Ada/tidak Jumlah
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a. Perahu Viber Ada 7 Buah berikut Live jaket
b. Kano Ada 3
c. Homestay Ada 18
d. Warung makan Ada 14
e. Toko cinderamata Ada 1
f. Balai pertemuan Ada 1 (balaidesa)
g. Peta dan tanda
informasi
Ada 3
h. Toilet umum Ada 3
i. Area parker roda dua Ada 1 (kapasitas 200 Sepeda Motor)
j. Area parker roda empat Tidak 20 Mobil
k. Tempat sampah Ada 100 Tong sampah 1 TPS Komunal
l. Jaringan
telekomunikasi
Ada 3 operator (Telkomsel, Indosat&
XL)
m. Jaringan listrik Ada PLN
n. Information centre Ada 1
o. Mushola / Masjid Ada 6
Tabel 4.2
Sumber : Profil Obyek Wisata Mangrove Pandansari
BAB V
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul Peranan
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam Pengelolaan Obyek Wisata Mangrove Sari
untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini memilih informan tidak
pada besaran tetapi kedalam informasi yang di dapatkan dengan memilih orang-orang yang
mengetahui bagaimana permasalahan yang ada di dalam penelitian, hal ini agar tingkat
kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Pemerintah
daerah Kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek
wisata mangrove pandansari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerh (PAD), dan juga
untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta solusi dari peranan yang dilakukan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pokok Penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam
pengelolaan obyek Wisata Mangrove Pandansari untuk meningkatkan Pendapatan Asli






Metode apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, peneliti akan
memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa informan yang berhubungan dengan
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Peranan Pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam Pengelolaan Obyek Wisata Mangrove
Pandasari untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengetahui faktor
penghambat serta solusi dari peranan pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam
Pengelolaan Obyek Wisata Pandansari untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Informasi yang di peroleh dalam penelitian ini dengan menggunakan cluster. Cluster
adalah tekhnik penarikan informan berdasarkan kelompok-kelompok. Ada 2 cluster dalam
penelitian ini yang akan dijadikan informan, yaitu :
1) Peranan Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
a. Drs. Haroe Sri Sadono, M. Pd
(Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes)
2) Pengelola Wisata Mangrove Pandansari
a. Bapak Rusjan
(Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Mangrove Sari)
b. Mas Haris
(Sekertaris dan Keuangan Pokdarwis Dewi Mangrove Sari)
3) Masyarakat atau Pengunjung Wisata Mangrove Pandansari
a. Bu Surtini pemilik warung makan di kawasan Obyek Wisata Mangrove
Pandansari
b. Mas Hasan dan Mbak Iin (Pengunjung Obyek Wisata mangrove Pandansari)
V.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
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1). Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam
kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata
tersebut. Soejono soekanto (1987:221) mengemukakan defenisi peranan lebih banyak
menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah
bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan
suatu peranan.
Menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan
sesorang atau sekelompok orang dalam suatu peritiwa”. Berdasarkan Poerwodarminta
maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu
peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang
atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :
“Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dalam masyarakat”.
Sedangkan peran menurut kamus bahasa Indonesia adalah karakter, kapasitas, posisi,
dan tugas yang aktif berkontribusi di dalamnya. Peran yang dimaksud dalam skripsi ini
adalah tugas. Tugas di sini membahas mengenai tugas pemerintah daerah melalui Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes. Jadi yang dimaksud peran pemerintah daerah
Kabupaten Brebes adalah tugas pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Brebes dalam melaksanakan instrumen peraturan perundang-undangan dan
melestarikan potensi warisan budaya dan cagar budaya yang terdapat di Brebes termasuk
obyek wisata mangrove pandansari.
Peran Pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam pengelolaan obyek wisata
mangrove Pandansari ada 4, yaitu sebagai Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.
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a) Planning (Perencanaan)
Planning adalah sebuah proses untuk mempresentasikan tujuan organisasi dan
menciptakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut serta merencanakan
program kerja dalam organisasi. Perencanan menurut para ahli, Menurut Erly Suandy
(2001:2), pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan
kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang
diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Sedangkan, menurut
Becker (dalam Rustiadi 2008:339), pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional
untuk mempersiapkan masa depan.
Fungsi Perencanaan, Pada dasarnya fungsi perencanaan adalah untuk
membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan
organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan seorang manajer
harus menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yaitu:
 What: Apa tujuan yang ingin dicapai organisasi?
 Why: Mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi?
 Where: Dimana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan
tersebut?
 When: Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai
(berhubungan dengan jadwal)?
 Who: Siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk
melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi?
 How: Bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam
upaya pencapaian tujuan organisasi?
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Sedangkan tujuan perencanaan, setiap organisasi tentunya memiliki tujuan
yang berbeda-beda, dan tentu saja perencanaan yang dibuat akan berbeda-beda.
Namun, pada dasarnya tujuan organisasi melakukan perencanaan adalah untuk:
 Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi.
 Memberikan arahan (direction) kepada para adiminitrator maupun non
administrator agar berkerja sesuai dengan rencana.
 Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya
tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.
 Menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja
sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol.
1. Pertanyaan yang peneliti ajukkan kepada informan dari pihak pemerintah
dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Brebes yang di wakili oleh Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd adalah ;
Bagaimana Proses Perencanaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata terhadap obyek Wisata Mangrove Pandansari ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 12.30 WIB) mengatakan :
Sejak tahun 2013 pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi tim
PLPBK, 2014 dari dinas memaparkan perencanaan harus dibentuk tracking
(jalan setapak untuk wisatawan), gardu pandang, dan atraksi-atraksi yang
lainnya dana yg dikeluarkan sebesar 2 milliar untuk memenuhi atraksi
tersebut. Setelah melewati beberapa tahapan tersebut, melalui Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata mulai mendorong dinas-dinas lain terkait untuk
membantu memenuhi kebutuhan obyek wisata, diantaranya ada dari dinas
59
Pekerjaan Umum untuk pengaspalan jalan menuju obyek wisata. Begitu juga
dari dinas BNPB penyediaan alat keselamatan bagi wisatawan berupa
pelampung, dan juga dari dinas-dinas lainnya yang berada di Kabupaten
Brebes.
Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata
kabupaten brebes dalam hal ini diwakili oleh Drs. Haroe Sri Sadono merupakan sebuah
pemenuhan kebutuhan sarana prasana Obyek Wisata Mangrove Pandansari. Dalam hal ini
peneliti melakukan observasi atas apa yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Brebes. Hasil apa yang di lakukan oleh peneliti menemukan beberapa
fakta, apa yang di sampaikan oleh kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Brebes benar adanya pemenuhan fasilitas beruba tracking, gardu pandang dan atraksi-atraksi
yang lainnya. Namun kondisinya sudah mengalami beberapa ditemukan keropos. Terutama di
bagian tracking (jalan setapak). Tentunya ini sangat berbahaya, karena itu akan
membahayakan wisatawan yang tengah berjalan menikmati obyek wisata mangrove
Pandansari. Dalam hal ini sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan monitoring.
2. Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukkan kepada informan dari pihak
pemerintah dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Brebes yang di wakili oleh Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd adalah ;
Apa saja program-program pengembangan yang dilakukan untuk membenahi
obyek wisata ini dan bagaiama implementasinya dilapangan ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 12.32 WIB) mengatakan :
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Pengembangannya dengan dikembangkannya SDM (Sumber Daya Manusia)
melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan, selain pelatihan-pelatihan ada juga
dengan pengembangan lainnya seperti pengembangan wahana-wahana
wisata baru. Misalnya ada banana boat dan ada wahana jet ski.
Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata
kabupaten brebes dalam hal ini diwakili oleh Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd merupakan
penambahan atraksi yang akan meningkatkan daya tarik wisatawan agar dapat datang
kembali ke mangrove dengan atraksi atau pertunjukkan yang berbeda. Ini sangat berdampak
dengan tingkat kepuasan pengunjung. Tentunya dapat dijadikan sebagai cara membuat
wisatawan untuk bisa datang kembali ke Obyek wisata Mangrove Pandansari. Namun
peneliti sendiri lebih mengharapkan pembenahan fasilitas yang menyangkut keselamatan
wisatawan. Salah satu contohnya perbaikan tracking (jalan setapak) yang itu akan di gunakan
oleh pengunjung. Itu akan sangat berdampak pada kenyamanan wisatawan. Tentunya juga
akan berpengaruh terhadap pertimbangan wisatawan untuk berkunjung kembali.
3. Pertanyaan berikut masih bersama Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku
perwakilan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes :
Apa saja progam-program pengembangan yang dilakukan untuk
pengembangan obyek wisata ini dan bagaiama implementasi di lapangan ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 12.35 WIB) mengatakan :
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Mereka (Pokdarwis) dengan arahan dan pembinaan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Brebes mengembangkan dari hasil pendapatan dan
menjaga juga aset-aset dari pemerintah.
Dengan hal itu, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya dapat
menjamin apa yang dijaga dan dikembangkan oleh Pokdarwis dapat dilaksanakan dengan
baik. Untuk memaksimalkan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya terjun
langsung ke lapangan agar bisa memantau dan melihat pekembangan apa saja yang terlah di
kembangkan oleh obyek wisata mangrove pandansari. Dengan membentuk tim pengelolaan
pengembangan obyek wisata pandansari bekerja sama dengan pokdarwis. Sehingga peranan
yang dilakukan dapat terjamin implementasinya dengan lebih maksimal.
4. Pertanyaan terakhir terkait perencanaan yang dilakukan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes. Dalam hal ini diwakili oleh
Bapak Haroe Sri Sadono M.Pd :
Bagaimana Pengelolaan terhadap pemasukan yang diperoleh ? apakah ada tim
khusus yang ditugaskan utuk menanggungjawabi pengelolaan tersebut ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 12.37 WIB) mengatakan :
Pemasukan yang diperoleh dari obyek wisata mangrove kita (Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupten Brebes) kelola. Dan nantinya itu akan
dikembalikan untuk kebutuhan obyek wisata mangrove pandansari.
Pemasukkan atau pendapatan obyek wisata mangrove Pandansari yang dimaksudkan
adalah berupa retribusi yang harus disetorkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini
melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bukan dikembalikan ke obyek wisata mangrove
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pandansari. Harusnya dinas pun sudah mengatahui aturan tersebut. Karena itu bentuk
pemasukan yang harus di kembalikan ke pemerintah daerah yang nantinya digunakan untuk
pembangunan yang ada di Kabupaten Brebes.
Didalam tahap Perencanaan harus memiliki perencanaan lima tahun kedepan,
perencanaan ini pun seharusnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus memiliki data
rencana jangka panjang lima tahunan. Namun ketika peneliti meminta data dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata terkait perencanaan jangka panjang (5 tahunan) untuk obyek
wisata mangrove pandansari tidak memiliki data tersebut. Peneliti meminta data tersebut
kepada pengelola obyek wisata mangrove pandansari. Dari pengelola melalui ketua
pokdarwis Bapak Rusjan diarahkan menuju kesekertariat bertemu dengan mas haris. Setelah
bertemu dengan mas haris peneliti
meminta dan ternyata pengelola memiliki data perencanaan jangka lima tahunan. Berikut data
yg di berikan dari penglola,
RENCANA AKTIVITAS DESA WISATA PANDANSARI 2015 -2020
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA.
Wahana Air :
1. NELAYAN TRADISIONAL KIOS IKAN
2. PULAU PASIR, BANANA BOAT, SELANCAR
3. Wisata Air
4. Pemancingan Komunal
5. PEMANCINGAN FISH SELTER, DIVING
6. PEMANCINGAN GAZEBO
7. SUSUR KANO, JARING APUNG
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Sarana dan Prasarana :
1. TUGU DEWI MANGROVE
2. Pintu Masuk
3. Joglo Mangrove (MEC)
4. Darmaga, Guid Map
5. TRAKING MANGROVE, RESERVAT KEPITING, MENARA PANDANG
Produksi Lokal :
1. BATIK MANGROVE, KEPITING SOKA




1. MANGROVE PLANTING AREA
2. BURUNG MIGRAN




Sumber data : Pengelola Obyek Wisata Mangrove Pandansari
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Data yang diberikan oleh pengelola, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh
peneliti. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada pengelolaa yang memberikan data tersebut
bernama Mas Haris.
Mas, data yang saya minta itu berupa document perencanaan yang meliputi, tujuan, anggaran,
tanggal pelaksanaan dan sebagainya. Apakah ada data tersebut ?
Jawaban dari Mas Haris,
Inilah kekurangan kami (pengelola), sampai hari ini kami kalau rapat untuk pembangunan,
hanya di berita acarakan mas. Bahwa hasil rapat akan melakukan pembangunan ini itu.
Mohon maaf mungkin jika mas ada draffnya bisa kirim ke kami (pengelola) agar kami contoh.
Dari jawaban pengelola bisa di simpulkan obyek wisata ini kurang baik dalam
melaksanakan pelaksanaan, karena tidak adanya draff perencanaan yang baik. Peranan dari
dinas kebudayaan dan pariwisata selaku Pembina utama tidak melihat kekurangan atau
kebutuhan pengelola. Dalam hal ini dinas Tidak maksimal dalam melakukan peranan dalam
tahap perencanaan. Jika ini tidak dibenahi, maka perencanaan yang dilakukan selama ini oleh
pengelola akan mengalami kesulitan pada tahap pelaksanaan. Serta dinas kebudayaan dan
pariwisata kabupaten Brebes dalam hal ini telah gagal melaksanakan peranannya dalam tahap
perencanaan.
Berikut Peta Obyek Wisata Mangrove Pandansari yang akan di kembangkan 2015-2020,
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Gambar5.1
Sumber data : Pengelola Obyek Wisata Mangrove Pandansari
b) Organizing (Pengorganisasian)
Pengertian pengorganisasian (organizing) adalah proses pembentukan struktur
organisasi yang cocok dengan tujuan organisasi, kepemilikan sumberdaya, dan
lingkungan. Pengertian pengorganisasian lainnya adalah proses dalam pembentukan
struktur formal, pengelompokkan dan penagrahan serta membagi tugas kepada para
anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
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Proses dalam pengorganisasian dijelaskan melalui 3 langkah sebagai berikut :
 Melakukan perincian terhadap tugas yang harus dilakukan oleh para anggota
guna meraih tujuan organisasi.
 Pemecahan beban kerja keseluruhan menjadi aktivitas yang rasional dapat
diselesaikan oleh tiap inidvidu. Pembagian tugas yang perlu diperhatikan
adalah tidak terlalu membebani sehingga dapat diselesaikan dan tidak terlalu
mudah karena menimbulkan ketidakefisienan pada organisasi.
 Menciptakan suatu aturan yang sistematis agar lebih mudah
mengkoordinasikan anggota organisasi. Aturan tersebut diperlukan untuk
menjaga fokus anggota organisasi pada tujuan organisasi.
Hubungan pengorganisasian dalam judul penelitian ini adalah, staffing. Pengertian
pengorganisasian (organizing) adalah proses pembentukan struktur organisasi yang
cocok dengan tujuan organisasi, kepemilikan sumberdaya, dan lingkungan.
Pengertian pengorganisasian lainnya adalah proses dalam pembentukan struktur
formal, pengelompokkan dan penagrahan serta membagi tugas kepada para anggota
untuk mencapai tujuan organisasi.
Proses dalam pengorganisasian dijelaskan melalui 3 langkah sebagai berikut :
 Melakukan perincian terhadap tugas yang harus dilakukan oleh para
anggota guna meraih tujuan organisasi.
 Pemecahan beban kerja keseluruhan menjadi aktivitas yang rasional dapat
diselesaikan oleh tiap inidvidu. Pembagian tugas yang perlu diperhatikan
adalah tidak terlalu membebani sehingga dapat diselesaikan dan tidak
terlalu mudah karena menimbulkan ketidakefisienan pada organisasi.
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 Menciptakan suatu aturan yang sistematis agar lebih mudah
mengkoordinasikan anggota organisasi. Aturan tersebut diperlukan untuk
menjaga fokus anggota organisasi pada tujuan organisasi.
1. Pertanyaan terkait Organizing yang peneliti ajukkan kepada informan dari
pihak pemerintah dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Brebes yang di wakili oleh Drs. Haroe Sri Sadono,
M.Pd adalah ;
Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam
memenuhi kebutuhan pegawai pengelola obyek wisata Mangrove Pandansari ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 12.38 WIB) mengatakan :
Melibatkan berbagai pihak yang terkait, karena tidak mungkin dinas
kebudayaan dan pariwisata berjalan sendiri memenuhi seluruh kebutuhan
obyek wisata Mangrove Pandansari. Sebagai contoh kebutuhan jalan,
mengundang PU, kebutuhan sanitasi mengundang PSJA, kebutuhan
pemukiman mengundang PERWASKIM.
Sudah semestinya sebagai Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Brebes
melakukan peranan tersebut. Sehinga menjadikan indicator keberhasilan pengorganisasian.
Karena salah satu indikator keberhasilan dalam pengorganisasian adalah dapat berjalannya
suatu sistem itu dengan baik. Sehingga menghasilkan outpun sesuai dengan capaian atau
tujuan yang di renacanakan sejak awal. Dengan hal ini juga dapat memenuhi kebutuhan dan
fasilitas obyek wisata mangrove pandansari, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman
ketika segala pelayanan dan kebutuhan wisatawan terpenuhi.
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Sudah menjadi sebuah keharusan sebagai dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten
Brebes untuk menjadi Pembina utama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan
peranan pengorganisasian untuk menjadi fasilitator antar dinas-dinas atau instansi pemerintah
yang guna untuk memenuhi kebutuhan dari obyek wisata mangrove pandansari. Ketika setiap
instansi ini berkontribusi dengan baik dan memiliki tujuan untuk mengembangkan obyek
wisata mangrove pandansari maka akan sangat berpengaruh kepada peningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).
Tabel 5.2
Sumber : Data Grafik Pengunjung pokdarwis dewi mangrove sari tahun 2017
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Tabel 5.3
Sumber : Data Grafik Pengunjung pokdarwis dewi mangrove sari 2018
Tabel 5.4
Sumber : Data Grafik Pengunjung pokdarwis dewi mangrove sari 2019
Dengan data yang dilampirkan diatas, obyek wisata mangrove pandansari sangat
potensial untuk meningkatkan pendpatan asli daerah. Tentunya perlu medapatkan perhatian
khusus oleh pemerintah daerah melalui berbagai instansi-instansi yang berada di Kabupaten
70
Brebes. Tujuannya tentu perhatian itu dapat di menghasilkan berbagai pemenuhan kebutuhan
untuk obyek wisata mangrove pandansari. Pemenuhan kebutuhan tersebut juga akan
berdampak kepada pengunjung atau wisatawan yang hendak berkunjung. Ketertarikan,
kenyamanan dan kepuasan wisatawan berwisata di obyek wisata mangrove pandansari akan
membuat wisatawan datang kembali karena merasa terpenuhni segala aspek sarana prasarana.
Tentunya iu akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dengan hal tersebut sebagai Pembina utama dinas kebudayaan dan pariwisata pun
tidak bisa bergerak sendiri. Karena disetiap kebutuhan dinas kebudayaan dan pariwisata tidak
dapat memenuhinya. Sebagai contohnya pemenuhan fasilitas keselamatan berupa pelampung,
tidak semestinya dinas kebudayaan dan pariwisata memenuhi fasilitas tersebut. Karena
kebutuhan tersebut tidak tercakup dalam keahlian dan bidangnya dinas kebudayaan dan
pariwisata Kabupaten Brebes.
Maka dari itu pemenuhan fasilitas tersebut dapat di penuhi oleh BNPB Kabupaten
Brebes melalui dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes. Selain itu juga
kebutuahan yang lain sebagai contoh akses jalan menuju obyek wisata mangrove pandansari.
Tentunya tidak mungkin sebagai dinas kebudayaan dan pariwisata melakukan pengaspalan.
Sekali lagi itu tidak sesuai keahlian dan bidangnya. Karena pengaspalan itu dapat dilakukan
oleh dinas pekerjaan umum (PU), tentunya juga melalui dinas kebudayaan dan pariwisata
selaku Pembina utama obyek wisata mangrove pandansari.
2. Pertanyaan terakhir terkait Organizing yang peneliti ajukkan kepada informan
dari pihak pemerintah dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Brebes yang di wakili oleh Drs. Haroe Sri Sadono,
M.Pd adalah ;
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Sejak diberlakuya pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari,
bagaiamana kontribusi obyek wisata ini dalam peningkatkan pemasukan bagi
daerah ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 12.45 WIB) mengatakan :
Belum, kalau kepada pemerintah brebes dalam bentuk retribusi daerah, belum.
Sedang menunggu perubahan perda retribusi. Yang naskah akademiknya
sedang di godok oleh pak Siswanto dan kawan-kawan dari UPS Tegal
Fakultas Ekonomi. Kalau pengembangan secara umum meningkat, tentunya
pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata mangrove sari meningkat.
Pernyataan yang disampaikan oleh Drs. Haroe Sri Sadono selaku perwakilan dari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes. Dengan melihat data graafik
pengunjung setiap tahunya dari tahun 2017-2019 memiliki potensi yang sangat tinggi.
Tentunya memiliki pemasukan yang begitu besar untuk pemerintahan daerah Brebes dalam
bentuk retribusi. Hal ini pun peneliti melakukan observasi meuju ke obyek wisata mangrove
pandansari Kabupaten Brebes. Peneliti mendatangi sekertariat Pokdarwis Dewi Mangrove
Sari dengan tujuan meminta data anggaran secara garis basar untuk mendukung data yang
disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Data yang di dapatkan berupa hasil keseluruhan tahunan berupa pemasukan dan




Sumber : Anggaran pemasukan dan pengeluaran Pokdarwis (Agustus 2018)
Tabel 5.6
Sumber : Anggaran pemasukan dan pengeluaran Pokdarwis (September 2018)
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Tabel 5.7
Sumber : Anggaran pemasukan dan pengeluaran Pokdarwis (Oktober 2018)
Tabel 5. 8
Sumber : Anggaran pemasukan dan pengeluaran Pokdarwis (November 2018)
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Tabel 5.9
Sumber : Anggaran pemasukan dan pengeluaran Pokdarwis (Desember 2018)
Tabel 5.10
Sumber : Anggaran pemasukan dan pengeluaran Pokdarwis (Januari 2019)
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Melihat data tersebut tentunya pendapatan yang cukup besar nyaris mencapai 100 juta
perbulan dalam pendapatan bersih. Dari data tersebut ada pula keterangan PAD (Pendapatan
Asli Daerah) tentunya ini menjadikan pertanyaan untuk peneliti. Dari dinas kebudyaan dan
pariwisata menyatakan, belum ada setoran dalam bentuk retribusi kepada pemerintah
kabupaten brebes. Namun data yang ditemukan peneliti tercantum dalam anggaran obyek
wisata mangrove pandansari terdapat keterangan PAD dan terdapat jumlah nominal di setiap
bulannya mulai agustus pada tahun 2018 – awal tahun 2019. Hal ini menimbulkan kerasahan
peneliti, terjadinya ketidak cocokan informasi yang diberikan oleh dinas dengan data yang
diberikan oleh pokdarwis. Maka dari itu kami pun selaku peneliti melakukan penelusuran
mencari tahu kecocokan data tersebut dengan melakukan wawancara dengan ketua pokdarwis
yaitu Bapak Rusjan.
Pertanyaan dari peneliti,
apakah ada pemasukan yang diberikan dari Pokdarwis untuk Pemerintah Kabupaten Brebes
berupa retribusi PAD ?
Untuk saat ini kita belum memberikan pemasukan berupa retribusi kepada
pemerintah kabupaten Brebes dalam bentuk PAD, namun sudah ada wacana
dari dinas bahwa tahun depan akan ada aturan terkait setoran retribusi
berupa PAD kepada Pemerintah Kabupaten Brebes. Maka dari itu kita sudah
mempersiapkan itu sejak tahun 2018 berupa kas PAD. Besarannya sebesar Rp
3.000,- / orang. Biaya itu dibebankan dengan biaya asuransi dan lain-lainnya
yang di jadikan satu dengan yang namanya biaya tiket masuk.
Mulai muncul kejelasan darimana asal pemasukan PAD didalam data anggaran pokdarwis
dewi mangrove pandansari. Namun ketika pemasukan tersebut dari 2018 dan baru akan di
setorkan 2020, maka terjadi pengendapan anggaran yang terjadi didalam anggaran pokdarwis.
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Maka pertanyaan selanjutnya peneliti menayakan kepada Bapak Rusjan selaku ketua
kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Obyek wisata mangrove pandansari ialah,
Kenapa harus dibebankan sejak tahun 2018 tidak menunggu aturan resmi itu di buat oleh
pemerintah kabupaten Brebes ?
Kita harus melakukan persiapan dari segi pendanaan untuk berbagai hal
perubahan terhadap aturan ataupun kebijakan dari pemerintah kabupaten
Brebes. Kelak ketika kita dapat mempertanggung jawabkan 2 tahun terakhir,
dan kita ada dana untuk memenuhi pertanggung jawaban tersebut. Nantiya
kita tidak kesususahan dan menganggu pemasukan ditahun yang akan datang.
Ini cara agar pembukuannya rapih.
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa itu hanya untuk pembukuan, dan jikalau
ada hal-hal yang mendesak terkait perubahan aturan atau kebijakan. Tidak menganggu
pemasukkan tahun depan.
Namun dengan diberlakukannya seperti itu. Mebebankan biaya kas PAD ditiket
masuk obyek wisata mangrove pandansari yang tidak ada payung hukumnya dan juga tidak
adanya setoran yang masuk ke pemerintah kabupaten Brebes. Jelas itu sangat mebebankan
bagi wisatawan yang masuk dan pemerintah pun merasa dirugikan. Dari sudut pandang
wisatawan pun membebankan karena biaya yang dikeluarkan untuk biaya masuk jelas akan
lebih besar dari pada tidak di bebankan kas PAD. Tidak akan jadi masalah ketika biaya kas
PAD dibebankan ditiket masuk karena untuk disetorkan ke kabupaten Brebes. Setoran
tersebut kelak untuk pembangunan dikabupaten brebes. Dari segi pemerintah yang dirugikan
jelas ini akan sangat merugikan, melihat potensial data grafik pengunjung setiap tahunnya
mengalami kenaikan. Dan juga melihat data anggaran keuangan tercantum dana PAD yang
memiliki nominal yang cukup besar setiap bulannya. Maka itu akan sangat membantu secara
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pendapatan asli daerah kabupaten Brebes jika anggaran tersebut dapat disetorkan dan
dikelolam oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Dan juga dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan di kabupaten Brebes.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini selaku Pembina utama POKDARWIS
DEWI MANGROVE SARI perlu memeriksa kembali keuangan dan anggaran yang dikelola
oleh pokdarwis. Jumlah yang tidak sedikit itu akan sangat berpangaruh pada pendapatan asli
daerah kabupaten Brebes jika itu di setorkan dan dapat di kelolan untuk kepentingan
pembangunan di kabupaten Brebes. Jikalaupun dengan alasannya payung hukum yg tidak ada.
Maka tidak perlu ada KAS PAD yang dibebankan ditiket masuk obyek wisata mangrove sari.
Walaupun dari pihak pokdarwis dalam hal ini di wakili oleh ketua yaitu Bapak rusjan
mengatakan, kita hanya ingin merapihkan pembukuan agar kelak jika ada wacana akan ada
aturan atau kebijak pemerintah kabupaten Brebes kita sudah siap untuk setoran PAD ke
pemerintah Kabupaten Brebes.Namun tetap saja perlu tindak tegas selaku Pembina utama
untuk memberikan pengarahan jika hal tersebut tidaklah di benarkan. Selain tindakkan yang
tegas kejelasan permasalahan payung hukum selaku dinas kebudayaan dan pariwisata dapat
menjadi fasilitator atau mediator agar segera di bentuknya sebuah payung hukum yang jelas.
Agar tidak terindikasi penyalahgunaan penggunaan anggaran. Kalau pun melalui proses yang
sangat sulit seccara hukum, tindakkan berupa pengawas juga perlu di lakukan oleh dinas
Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Brebes, selain pengawas juga diperlukan peran




Actuating adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka upaya agar seluruh
perencanaan dan tujuan dari perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Pada tahapan pelaksanaan ini membutuhkan kerja yang keras, disiplin dan juga
kerjasama antar divisi atau departemen.Seluruh elemen dalam organisasi harus dapat
di maksimalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Pelaksanaan ini wajib
dijalankan sesuai perencanaan dan dilaksanakan sesuai dengan jabatan yang ada
terkecuali ada hal-hal yang membutuhkan penyesuaian.
Actuatingmenurut para ahli, menurut Terry, Actuating berarti merangsang anggota
kelompok melaksanakan tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. Tugas
menggerakkan adalah tugasnya seorang pemimpin. Sedangkan menurut, Keith Davis,
Actuating Merupakan kemampuan membujuk orang-orang melakukan tugas –tugas
yang telah ditetapkan dengan penuh semangat.
Tujuan fungsi aktuating ( penggerakan ) adalah :
 Menciptakan kerjasama yang lebih efisien
 Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf
 Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
 Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan
motivasi dan prestasi kerja staf
Fungsi penggerakan
Secara praktis fungsi actuating ini merupakan usaha untuk menciptakan iklim
kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
secara efektif dan efisien. Fungsi actuating tidak terlepas dari fungsi manajemen




 Penetapan tugas dan sumber daya penunjang
 Menggerakkan dan mengarahkan
 Memiliki keberhasilan SDM
 Membuat organisasi berkembang lebih dinamis
1. Pertanyaan terkait Actuating yang peneliti ajukkan kepada informan dari pihak
pemerintah dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Brebes yang di wakili oleh Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd adalah ;
Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan
sarana/prasarana dikawasan obyek wisata mangrove pandansari ? seperti apa
keterlibatan mereka ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 12.50 WIB) mengatakan :
Sangat dilibatkan, mereka sangat dilibatkan, mereka sugeng rawuh, mereka
welcome, mereka selamat datang dsb. Ada yang merelakan tanahnya di
jadikan lahan parkiran. Itukan salah satu bentuk terlibatnya masyarkat. Dan
mereka juga bisa membuka kuliner. Dan bahkan dinas kebudayaan dan
pariwisata mengatur kuliner yang berada di obyek wisata mangrove tidak
boleh dari pendatang. Dengan aturan-aturan dan tata tertib dengan tegas.
Dan masakkan-masakkan harus dibuat sendiri, tidak boleh impor.
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Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari ini
sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata mangrove
pandansari. Melalui dinas kebudayaan dan pariwisata masyarakat berharap mampu mencegah
masuknya investor-investor yang datang dari luar kampung itu bisa membuka toko modern
(Indomaret dan Alfamaret) yang akan merusak ekosistem perekonomian masyarakat. Dengan
membuat aturan-aturan dan tata tertib yang tegas dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten
Brebes harapannya menjadi gardu terdepan melawan ketika harus ada investor dari luar ingin
masuk ke lokasi obyek wisata mangrove pandansari.
Peneliti melakukan observasi untuk melihat apakah diobyek wisata mangrove
pandansari bersih dari tidak adanya toko modern(Indomaret dan Alfamaret). Peneliti pun
tidak menemukan satu pun toko moderndisekitar obyek wisata mangrove pandansari ini.
Semua penduduk lokal yang membuka toko, warung, dan tempat makan yang menyajikan
kuliner khas pantura yaitu masakkan olahan laut. Terutama didepan pintu masuk yang
menuju ke tempat penyebrangan, ada satu warung makan olahan laut yang telah buka sejak
mulai beroperasinya obyek wisata mangrove pandansari pada tahun 2016.
Bu Surtini namanya pemilik warung makan tersebut, Bu Surtini mengaku sudah
berjualan sejak 2016 hingga sekarang. Walaupun sekarang pengololaan warung makan
tersebut telah di serahkan kepada anaknya untuk mengelola warung makan tersebut. Bu
Surtini mengaku omset setiap tahunnya hamper mencapai puluhan juta (tidak menyebut
nominal/angka). Bu Surtini adalah warga Desa Kaliwlingi asli. Sejak kecil sudah tinggal di
desa Kaliwlingi tempatnya di pedukuhan Pandansari.
Dengan adanya obyek wisata mangrove pandansari yang mulanya Bu Surtini adalah
petani tambak garam. Sekarang beralih menjadi pengusaha rumah makan yang memiliki
omset hingga puluhan juta tiap tahunnya. Walaupun tentunya mengalami pasang surut
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penghasilan, namun Bu Surtini tetap menjalankan usahanya di obyek wisata Mangrove
Pandansari. Ini merupakan salah satu bentuk terlibatnya masyarakat dalam proses
pengelolaan obyek wisata Mangrove karena setiap bulannya Bu Surtini membayar sewa
lapak sebesar Rp. 2.000.000,- / tahunnya kepada pengelola pokdarwis obyek wisata
mangrove pandansari. Bu surtini mengaku tidak keberatan karena fasilitas yang di dapatkan
juga setara dengan harga yang dibayarkan tiap tahunnya, mulai kebersihan, keamanan dan
lain-lainnya.
Tentunya ini sangat membantu masyarakat sekitar obyek wisata mangrove pandansari
dari sektor perekonomian masyarkat sekitar obyek wisata mangrove pandansari. Harapannya
tata tertib yang dibuat oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes agar terus
berlaku untuk kedepannya. Peraturan membatasi investor luar yang ingin masuk kedalam
obyek wisata mangrove pandansari tersebut sangat-sangat membantu masyarakat dan
meningkatkan pereknomian masyarakat sekitar obyek wisata mangrove pandansari.
D) Controlling (Pengawasan)
Semua fungsi sebelumnya tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik apabila
tidak adanya kontrol atau pengawasan yang baik. Hal ini berarti pengendalian adalah
fungsi yang memastikan bahwa setiap tugas dalam organisasi dan pekerjaan dapat
terpelihara dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.Menurut Lousie E. Boone
dan David L. Kurtz, Pengertian Controlling (pengendalian) adalah sebuah proses di
mana manajer akan menentukan apakah operasi berjalan konsisten sesuai dengan
rencana.Tujuan dari controlling adalah menciptakan aktivitas manajemen yang
dinamis, efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
hirarki organisasi yang sudah ditentukan.
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Secara umum, fungsi dari controlling adalah : Menghindari terjadi penyimpangan
didalam organisasi, Memperbaiki setiap kesalahan atau kelemahan yang ada di dalam
organisasi, Meningkatkan tanggung jawab setiap orang dalam menjalankan tugas,
Melakukan koreksi apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan. Hal terpenting dalam pengawasan ini adalah mengetahui terjadinya
penyimpangan atau penyelewangan yang terjadi baik dalam perencanaan, pelaksanaan
serta pengorganisasian.Dengan mengetahui hal tersebut maka organisasi dapat segera
melakukan koreksi, mengantisipasi serta menyesuaikan dengan kondisi, situasi dan
perubahan yang terjadi.
1. Pertanyaan terkait Controlling yang peneliti ajukkan kepada informan dari
pihak pemerintah dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Brebes yang di wakili oleh Drs. Haroe Sri Sadono,
M.Pd adalah ;
Berapa bulan sekali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan monitoring
terhadap obyek wisata Mangrove Pandansari ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 12.55 WIB) mengatakan :
Dinas kebudayaan dan pariwisata melakukan monitoring setiap 3-4 bulan
sekali. Itu rutinannya, namun ketika akan acara atau event besar kami (dinas
kebudayaan dan pariwisata) selaku Pembina utama setiap minggunya akan
monitoring.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hendakya melakukan monitoring setiap bulan.
Bukan setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Karena laporan pemasukan dan pengeluarannya
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juga setiap satu bulan sekali. Harapannya ketika monitoring mengikut pembukuan setiap
bulannya dari Pokdarwis, lebih memperkecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan. Selain
monitoring evaluasi setiap kegiatannya.
Terkait permasalahan pencantuman anggaran kas PAD itu menurut saya kurangya
pengawasan dari Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes selaku Pembina utama.
Dengan berbagai alasan jikalau karena payung hukum yang tidak ada. Setidaknya tindakan
yang dilakukan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes itu memberikan solusi
atau saran agar tidak terjadi seperti ini.
Akan berdampak pada penurunannya jumlah wisatawan yang hendak datang ke obyek
wisata mangrove pandansari, karena alasan harga tiket yang cukup tinggi. Pokdarwis
seharusnya melakukan kesepakatan dengan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupatan
Brebes. Karena dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai Pembina utama, tentunya jangan
memutuskan sepihak tanpa ada arahan atau masukkan dari Pembina utama dalam hal ini
adalah Dinas Kebudayaan dan Parwisata kabupaten Brebes.
2. Pertanyaan selanjutnya terkait Controlling yang peneliti ajukkan kepada
informan dari pihak pemerintah dalam hal ini kepada Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes yang di wakili oleh Drs. Haroe
Sri Sadono, M.Pd adalah ;
Upaya pengawasan apa yang dilakukan dinas kebudayaan dan pariwisata
terhadap obyek wisata mangrove pandansari ?
Jawaban dari Bapak Drs. Haroe Sri Sadono, M.Pd selaku perwakilan dari
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten brebes (Pada Tanggal 11
November 2019 Pukul 13.00 WIB) mengatakan :
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Kita membuat pengawasan ketat, tidak boleh ada investor tunggal. Yang
kedua, belum perlu investor untuk permodalan, dan juga investor karoke pun
dilarang. dan tidak ada daya tarik wisata lain, kecuali ketika ada
perkembangan hotel-hotel mulai masuk. Namun sekarang pun juga sudah ada
puluhan homestay di sekitar obyek wisata mangrove pandansari.
Dengan berbagai aturan dan tata tertib yang tegas dari Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata diantaranya dilarangya ada investor tunggal dan juga dilarangnya adanya investor-
investor karokean yang berada di sekitaran obyek wisata mangrove pandansari. Tentunya ini
akan membuat pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata mangrove
pandansari tidak akan terganggu. Karena masyarakat sekitar tidak akan persaingan yang
timbul. Murni semuanya yang berada disekitar obyek wisata mangrove mulai dari homestay
sampai penyedia warung jajanan atau kuliner berasal dari warga lokal.
Peneliti pun melakukan observasi berkunjung ke obyek wisata mangrove pandansari.
Melihat kondisi sekitar obyek wisata mangrove pandansari. Banyak rumah-rumah penduduk
yang dibuka untuk dijadikan home stay. Dan penelitipun tidak menemukan setupun tempat
karoke di sekitar obyek wisata mangrove. Peraturan tersebut sudah di sepakati bersama dinas
kebudayaan dan pariwisata dengan pokdarwis obyek wisata mangrove pandansari sejak awal
berdirinya obyek wisata mangrove pandangsari. Berkisar sejak tahun awal berdiri yaitu tahun
2016.
Ketegasan dalam peraturan semoga tidak hanya seumur jagung, harapannya peraturan
ini terus bertahan hingga muncul aturan payung hukum yang jelas dari pemerintah kabupaten
Brebes tentang retribusi daerah. Tentunya ketika sudah ada aturan hukum yang sangat jelas
dari pemerintah kabupaten tentunya akan membuat pengawasan dari dinas kebudayaan dan
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pariwisata akan semakin ketat terkait anggaran dan penganggaran untuk pemenuhan
kebutuhan obyek wisata mangrove pandansari. Sekali lagi, menurut data grafik pengunjung
tahunan. Sangant potensial sekali, karena pengujung yang datang berkunjung ke obyek wisata
mangrove pandansari sangatlah tinggi. Apalagi jika kita melihat data anggaran mangrove
yang begitu besar pemasukan yang di hasilkan dari wisatawan yang berkujung ke obyek
wisata mangrove pandansari.
Tingginya wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata mangrove pandansari
tentunya akan berdampak pada pelayanan yang di berikan oleh pengelola obyek wisata
mangrove pandansari harus maksimal. Selain pelayanan ada pula atraksi-atraksi yang di
sajikan harus terus dikembangkan agar wisatawan atau pengunjung yang hendak berkunjung
kembali selalu meraskaan banyak hal yang baru setiap wisatawan berkunjung ke obyek
wisata mangrove pandansari. Setelah wisatawan merasa nyaman dan puas, mereka akan
kembali. Dan tentunya itu akan menjadi pemasukan kembali bagi obyek wisata mangrove
pandansari.
Masyarakat sekitar obyek wisata mangrove pandansari pun akan merasakan dampak
yang cukup besar dengan wisatawan yang tinggi. Perekonomian pun akan meningkat pesat.
Sehingga penghasilan yang dihasilkan setiap bulannya akan mengalami pengingkatan.
Namun tentunya sebagai masyarakat lokal sekitar obyek wisata mangrove pandansari harus
memberikan pelayanan berupa kenyamanan dan keramahan terhadap pengunjung. Sehingga
wisatawan akan merasakan kenyamanan dan kebahagian ketika berkunjung ke obyek wisata
mangrove pandansari.
Peneliti menanyakan pula di sesi pertanyaan yang paling penting didalam wawancara
bersama kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes yaitu menanyakan
tentang peranan. Pertanyaannya ialah :
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Apakah peranan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata ?
Peranannya adalah menjadikan kawasan perlindungan hutan mangrove, menjadi kawasan
daya tarik wisata, edukasi, kuliner, kerajinan, dan ketrampilan masyarakat setempat. Maka
sejak dijadikan seperti itu. Mereka berkembang. Apalagi jika tanpa dijadikan kawasan daya
tarik tersebut. Mungkin tidak akan sekarang obyek wisata mangrove di kabupaten Brebes.
Pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat juga perlu pendampingan
dari pihak dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Brebes. Tidak semata-semata hanya
memberikan izin kawasan hutan mangrove untuk dijadikan kawasan daya tarik obyek wisata
seperti sekarang ini. Peranan seperti POAC(Planning, Organizing, Actuating, Controlling)
pun di butuhkan dalam manejerial pengelolaan obyek wisata mangrove. Dan itu harus
diterapkan oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Brebes. Dan harapannya ketika
semua ini sudah dilakukan pengembangan obyek wisata mangrove pandansari pun
mengalami perkembangan yang maksimal. Sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi
wisatawan yang akan datang berkunjung ke obyek wisata mangrove pandansari Kabupaten
Brebes.
2). Pengelolaan Obyek Wisata Mangrove Pandansari
Desa Wisata Mangrove Pandansari ( Dewi Mangrove Sari ) adalah hasil dari
semangat warga masyarakat dalam melawan abrasi sehingga selama 10 tahun tertanam lebih
dari 220 Ha hutan mangrove untuk mencegah abrasi. Dari hasil penanaman dan rehabilitasi
mangrove muncul potensi pengembangan untuk Wisata mangrove. Disamping potensi hutan
Bakau potensi lain adalah untuk Olah Raga air ( Surfing, Layar, sky air, kano , dayung ,
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mincing mania ) sementara potensi sand island atau pulau pasir sangat asyik untuk melihat
matahari terbenam. Aktivitas nelayan pencari ikan , udang , kerang juga menjadi
pemandangan unik perjalanan menuju pulau pasir, selama perjalanan akan di ikuti oleh
lompatan ikan ikan Blanak di samping kanan kiri perahu serta munculnya ubur ubur. Aneka
kerang juga bisa di cari di lokasi pulau pasir yang panjangnya hamper 10 Km.
Kuliner dan kerajinan khas pesisiran menjadi daya tarik menu yang khas di daerah lain.
dengan makanan yang memiliki sensasi berbeda, batik mangrove dan kerajinan kerang dapat
di jadikan buah tangan yang khas serta buah local Sawo yang memiliki cita rasa unik.
Dibanding sawo di daerah lain.
Budidaya Perikanan yang tidak dijumpai di daerah lain, Pembibitan nener, kepiting
keramba, kepiting soka / lemburi, rumput laut, kerang darah, kerapu dan kakap jarring apung
wisata pembelajaran serta pemberian makanan pada ikan dan kepiting soka serta proses
Budidayanya merupakan pengalaman yang unik.
Pengembangan yang akan di laksanakan Tracking Mangrove sepanjang 1 Km. menara
Pantau Burung, Gazebo untruk sunset, dan Dermaga apung. Rencana kedepan adalah Hutan
Pesisir selain mangrove, Pertanian Organik, Taman Kupu Kupu , Taman edukasi ekosistem
pesisir, Centra kerajinan Kerang dan Batik Mangrove, Pembibitan mangrove / Nusery. Joglo
mangrove sebagai Mangrove Information Center.
VISI DAN MISI
Dewi mangrovesari (Desa Wisata Mangrovesari)
VISI :
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Berawal dari desa pesisir menuju pembangunan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat
maritime yang berkelanjutan melalui pengembangan potensi wisata alam dewi mangrove sari
MISI :
- Melestarikan lingkungan pesisir lebih baik dan berkelanjutan
- Memfasilitasi pembinaan kelembagaan serta administrasi
- Memfasilitasi pengembangan produk olahan , pemasaran,yang efektif, efesien, terpadu dan
bertanggungjawab
- Memfasilitasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di desa wisata sebagai
daya tarik wisata unggulan dan pusat budaya masyarakat pesisir.
- memfasilitasi jejaring kemitraan dengan potensi desa wisata menuju ekonomi kreatif.
Data potensi kepariwisataan di wilayah kerja Pokdarwis :
Daya Tarik Wisata Ada/tidak Keterangan
e. Daya tarik wisata alam ada 8. Hutan mangrove
9. Nursery / pembibitan mangrove
10. Satwa burung dan ikan glodog
11. Pulau pasir / sand island
12. Olahraga air
13. Pantai gosong pasir
14. Pemancingan fish selter
f. Daya tarik wisata budaya ada 7. Rajah bumi
8. Merti Bumi




g. Dayatari kwisata kuliner ada 6. Aneka Olahan berbahan dasar ikan
7. Opak Bodin aneka rasa




10. Jipang, dan legram
h. Daya tarik wisata religi ada 6. Petilasan Mbah Pandan
7. Ritual dewi lanjar dan rantam sari
8. Sumur dalem Demang sapingi
9. Ujung Kitiran
10. Kungkum pesisir pandansari
Tabel 5.11
Sumber : Pengelola obyek wisata mangrove
Data potensi kepariwisataan di wilayah kerja Pokdarwis :
Fasilitas Pendukung Wisata Ada/tidak Jumlah
p. Perahu Viber Ada 7 Buah berikut Live jaket
q. Kano Ada 3
r. Homestay Ada 18
s. Warung makan Ada 14
t. Toko cinderamata Ada 1
u. Balai pertemuan Ada 1 (balaidesa)
v. Peta dan tanda informasi Ada 3
w. Toilet umum Ada 3
x. Area parker roda dua Ada 1 (kapasitas 200 Sepeda Motor)
y. Area parker roda empat Tidak 20 Mobil
z. Tempat sampah Ada 100 Tong sampah 1 TPS Komunal
aa. Jaringan telekomunikasi Ada 3 operator (Telkomsel, Indosat& XL)
ab. Jaringan listrik Ada PLN
ac. Information centre Ada 1
ad. Mushola / Masjid Ada 6
Tabel 5.12
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Sumber : Pengelola obyek wisata mangrove
Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola obyek wisata mangrove pandansari
dalam hal ini oleh ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Dewi Mangrove Pandansari
atas nama Bapak Rusjan, pertanyaan berserta jawabannya ialah
1. Bagaimana gambaran wisata hutan mangrove pandansari dan faktor apa yang
membuat unggul ?
Jawaban dari Bapak Rusjan :
Sejarah singkat Abrasi yang menggerus pantai utara Brebes sejak tahun 1985
sampai sekarang begitu massif dan tak dapat diatasi dengan sempurna. Berawal dari
kekhawatiran akan hilangnya peradaban pesisir akibat naiknya permukaan air laut
sebagai dampak perubahan iklim membuat beberapa tokoh masyarakat bangkit dan
menyadari untuk segera melakukan sebuah tindakan bersama untuk berkarya
melakukan hal positif. Dari awalnya membendung laju abrasi dengan melakukan
penanaman mangrove jenis rizhopora sejak tahun 2005 sampai 2017 sudah terbentuk
sabuk hijau di pesisir pantai sepanjang 1,8 km dengan luasan 220 Ha akhirnya
muncul gagasan untukkawasan konservasi dan membentuk eko wisata mangrove.
Dari upaya yang di lakukan selama 10 tahun penanaman sejak 2005 muncul
ide gagasan untuk mengembangkan dewi mangrove sari. Yaitu sebuah desa wisata
mangrove dukuh pandansari yang menjadi kekuatan bersama untuk mengelola
potensi wisata alam yang lebih berkelanjutan dan lebih berpihak kepada masyarakat
local dengan potensi dan kearifan local yang lebih di utamakan. Berkat dukungan
dari berbagai pihak akhirnya tgl 6 april 2016 melalui dinas pariwisata kabupaten
brebes di kukuhkan sebagai kawasan desa wisata. Yang selanjutnya pada tanggal 30
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april 2016 di lounching oleh masyarakat bekerjasama dengan dinas pariwisata
kabupaten brebes sebagai desa wisata.
Konsep pembangunan desa wisata mangrove adalah pelestarian lingkungan
yang lebih berkelanjutan , sehingga wisata edukasi dan wisata alam serta tradisi
masyarakat local menjadi semangat yang mendorong untuk menuju kesejahteraan
dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sumber daya local , tradisi dan
budaya serta kultur masyarakat yang lebih toleran dan well come adalah kekuatan
yang perlu di apresiasi dan tumbuh kembangkan kan untuk kesejahteraan masyarakat
pesisir menuju gerbang Negara maritime.
2. Apa yang mendasari pengembangan obyek wisata mangrove pandansari, dan apa
tujuan pengembangannya ?
Jawaban dari Bapak Rusjan :
Yang mendasari pengembangan yaitu karena itu kami dengan peralatan sederahana
dan di dukung minat masyarakat yang begitu luar biasa. Sehingga kami selalu
melakukan pengembangan baik itu yg di beri pemerintah ataupun swadaya melalui
pengelolaan pendapatan dari tiket.
Pada intinya karena obyek wisata berupa hutan mangrove di kabupaten Brebes
khususnya di wilayah pesisir pantura tidak banyak dikembangkannya obyek wisata
berupa hutan mangrove. Dengan itu sangat potensial sekali ini dapat dikembangkan,
bahkan atusias peminat masyarakat baik lokal maupun interlokal tertarik untuk bisa
dateng menikmati obyek wisata pandansari. Oleh karena itu pertanyaan peneliti
berikutnya ialah,
3. Menurut data base, bagaimana grafik pengunjung yang datang ke obyek wisata
mangrove pandansari tiap tahunnya ?darimana saja wisatawan tersebut ?
Jawaban dari Bapak Rusjan :
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Kalau bicara dari awal, untuk mangrove memang sangat luar biasa. Artinya
pengunjung hingga tak tertampung. Tetapi begitu obyek wisata pantai sudah banyak,
dari tegal hingga Cirebon. Wisata pantai saat ini sedang banyak dirintis. Jadi, obyek
wisata mangrove tetap laku, tetap jadi unggul. Namun tidak seperti awal-awal.
Tentunya juga sekarang wisatawan lebih tertampung karena fasilitas yg kita miliki
sudah cukup memadahi.
4. Apakah mengalami pengingkatan perekonomian di masyarakat ?
Jawaban dari Bapak Rusjan :
Jikalau masalah meningkat tentunya meningkat. Karena seluruh masyarakat terlibat
didalam pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari. Dulu masalah masyarakat
yg memiliki tambak-tambak yang rusak dan tidak dikelola kembali menjadi tambak.
Anak-anak dari pemilik tambak tersebut ikut serta didalam pengelolaan menjadi
anggota pokdarwis atau crew wisata. Kemudian ibu-ibu atau anak-anak banyak yg
berjualan kuliner. Baik didekat obyek wisata mangrove atau hanya sekitaran
lingkungan obyek wisata mangrove pandansari. Dan juga masyarakat mengakui
merasakan dampak meningkatnya perekonomian dimasyarakat diwilayah obyek
wisata mangrove pandansari.
5. Apakah ada aktivitas pungli di sekitar obyek wisata mangrove pandansari ?
Jawaban dari Bapak Rusjan :
Untuk sementara kami selalu wasapada, artinya bahwa tiket masuk hanya sebatas
untuk biaya parahu. Yg dimana perahu itu menggunakan bahan bakar. Selama kami
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mengelola tidak ada complain atau mengeluh pelanggan merasa diperas. Karena
satu tiket itu include semuanya.
6. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik objek wisata Mangrove
Pandansari ini sehingga lebih bernilai dan menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan?
Jawaban dari Bapak Rusjan :
Kami (pokdarwis) setiap tahun selalu membangun wahana atau sarana prasaran yg
belum ada, ataupun yang kami kadang datang ke wisata lain untuk mencari inspirasi
atau meniru apa yang tidak ada di obyek wisata mangrove pandansari. Dan ternyata
dana yang di hasilkan dari tiket, tiap tahunnya selalu dapat untuk membangun. Ini
juga untuk kepuasan wisatawan.
7. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan objek wisata
Hutan Mangrove Pandansari ini ?
Jawaban dari Bapak Rusjan :
Kalau faktor penghambat, itu cuaca dan musim karena wisata kami itu berada di
tengah laut, yg mana distribusi material atau bahan-bahan bangunan itu dibawa
dengan perahu dari darat ke laut. Biasanya juga terlalu surut atau dakal atau ada
ombak tinggi kita tidak bisa. Namun selain itu inshaAllah kita tidak ada halangan.
8. Apakah ada peranan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Brebes ?
Jawaban dari Bapak Rusjan :
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Peranan pemerintah sangat dominan, artiny dari tahun 2016 wisata kami selalu di
perhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh dinas kebudayaan dan Pariwisata
kabupaten Brebes. Kami tiap tahunya bahkan diberikan program dari pemerintah
mulai dari nilai kecil, menengah, hingga tinggi. Sehingga kami dianggap sebagai
obyek wisata unggul di kabupaten Brebes.
9. Apakah sebaaiknya tempat wisata ini di kelola langsung oleh pemerintah dalam hal
ini melalu Dinas Pariwisata atau pihak dari pokdarwis ?
Jawbaan dari Bapak Rusjan :
Yang jelas sesuai kesepakatan awal, dulu kami merasa dulu merasa berjuang
bersama untuk menanam mangrove. Walaupun dengan tujuannya mencegah abrasi,
tapi ternyata ada hal lain berupa pariwisata. Dan masyarakat menghendaki tetap
dikelola oleh masyarakat. Karena kalau sudah dikelola oleh pemerintah maka
masyrakat menganggap tidak akan bisa ikut campur. Sehingga kurang memiiki, dan
tidak terawat. Tapi inshaAllah jika sekarang masih dikelola oleh masyarakat,
masyarakat inshaAllah siap untuk bekerjasama dan membantu pengelolaan obyek
wisata mangrove pandansari.
10. Apakah kesepakatan pengelolaan oleh masyarakat dilandasi oleh hukum ?
Jawbaan dari Bapak Rusjan :
Sementara ini belum, tapi kami kalau ada wacana seperti itu Masyarakat
berkehendak ingin mempertahankan walaupun belum ada secara tertulis dengan
pemerintah daerah. Pengalaman kami, obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah
sebagai contoh randusanga itu sangat kumuh. Karena tidak adanya peran serta
masyarakat yang dapat merawat dan menjaga obyek wisata tersebut. Namun jika
95
obyek wisata mangrove ini dikelola oleh masyarakat maka ini akan terawat, karena
masyarakat terlibat langsung dalam proses pengelolaan sehingga rasa memiliki dan
tanggung jawab itu ada.
11. Berapa pemasukan dan Pengeluaran tiap bulan obyek wisata mangrove pandansari ?
Jawaban Pak Rusjan :
Secara kalkulasi kita tidak bisa, nanti njenengan datang saja kesekertarian. Disana
datanya lengkap.
Berikut data yang diberikan oleh obyek wisata mangrove pandansari 6 Bulan terakhir
sejak Bulan Mei – November 2019 :
Tabel 5.13
Sumber : Anggaran pemasukan dan pengeluaran Pokdarwis (Mei 2019)
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Tabel 5.14
Sumber : Anggaran pemasukan dan pengeluaran Pokdarwis (Juni 2019)
Tabel 5.15
Sumber: Anggaran Pokdarwis (Juli 2019)
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Tabel 5.16
Sumber: Anggaran Pokdarwis (Agustus 2019)
Tabel 5.17
Sumber: Anggaran Pokdarwis (September 2019)
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Tabel 5.18
Sumber: Anggaran Pokdarwis (Oktober 2019)
Tabel 5.19
Sumber: Anggaran Pokdarwis (November 2019)
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12. Jika obyek wisata mangrove ini di kelola oleh pokdarwis maka, apakah ada
pemasukan yang di berikan oleh pokdarwis untuk pemerintah kabupaten dalam hal ke
dinas pariwisata kabupaten brebes ?
Jawaban Bapak Rusjan :
Dulu memang ada kesepakatan, setiap pengunjung di tarik Rp. 3000,- untuk PAD. Itu
baru sekedar rencana. Peraturan baru di godok dengan DPRD Kabupaten Brebes.
Namun tetap pada akhirnya kita akan tetap menarik Rp 3.000,- dari setiap
pengunjung. Untuk saat ini uang tersebut kita kelola untuk pengembangan.
13. Apakah ada aturan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah desa mengenai
pengelolaan pemasukan yang di dapatkan dari obyek wisata mangrove pandansari ?
Jawaban Bapak Rusjan :
Untuk saat ini memang belum ada, tengah di rancang dengan DPRD Kabupaten
Brebes.
B. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian berdirinya obyek wisata mangrove pandansari adalah
berawal dari usaha masyarakat mencegah abrasi dengan cara menanam tanaman mangrove.
Melihat berbagai kesempatan dan potensi serta daya tarik masyarakat tentang edukasi
tanaman mangrove. Maka masyarakat sekitar Dukuh Pandansari Desa Kaliwlingi menjadikan
hutan mangrove sebagai obyek wisata mangrove. Obyek wisata mangrove ini sudah
berkembang sejak tahun 2016, dengan didukung oleh dinas kebudayaan dan pariwisata
kabupaten Brebes obyek wisata mangrove sekarang ini mulai berkembang dan dikenal oleh
masyarakat luas.
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Di tahun yang ke- 3 (Tahun 2017) tentunya masih banyak kekurangan mulai dari
penganggaran sampai pada peranan yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan Pariwisata.
Kekurangannya itu terlihat dari lemahnya aturan hukum yang diberlakukan untuk obyek
wisata mangrove pandansari, yaitu aturan tentang PAD. Sangat terlihat peran dinas kurang
maksimal bahkan kurang tegas menindak kekurangan tersebut. Serta peranan dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata pun tidak ada desakkan agar segera tercipta aturan tersebut.
Mengingat obyek wisata mangrove Pandansari adalah obyek wisata yang sangat potensial.
Melihat grafik pengunjung yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Jika ini tidak di
manfaat sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Brebes maka ini sangat
disayangkan. Pemasukan yang didapat sangatlah besar tentunya ini akan sangat berdampak
pada pembangunan kabupaten Brebes jika pendapatan ini dikelola dengan baik.
Selain itu masyarakat dalam hal ini adalah pengelola masih sangat tegas tidak ingin di
kelola oleh pemerintah. Karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
dalam hal ini kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes. Banyak obyek
wisata di kabupaten Brebes yang dikelola oleh pemerintah banyak mengalami kegagalan
dalam segi pengelolaan. Mulai dari fasilitas banyak rusak sampai pada kebersihan yang
masih dianggap kumuh, tentunya itu akan membuat kenyamanan pengunjung pun akan
terganggu. Ketidak percayaan masyarakat terhadap peran dan pengololaan oleh dinas
kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes itu lah membuat pokdarwis obyek wisata
mangrove menolak jika obyek wisata mangrove pandansari di kelola oleh pemerintah.
Tentunya ini akan sangat merugikan pemerintah kabupaten Brebes. Mengingat obyek
wisata mangrove pandansari adalah obyek wisata yang sangat potensial. Peranan yang
dilakukan oleh dinas kebudayaan dan Pariwisata yang kurang maksimal terhadap pengelolaan
obyek wisata di kabupaten Brebes. Membuat masyarakat kelompok sadar wisata
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(POKDARWIS) obyek wisata mangrove pandansari tidak percaya jika akan di kelola oleh
dinas kebudayaan dan pariwisata.
Tentunya dari pihak dinas kebudayaan dan pariwisata harus melakukan perubahan
agar kepercayaan masyarakat kepada dinas kebudayaan dan pariwisata meningkat. Ketika
secara peranan dinas kebudyaan dan pariwisata baik maka masyarakat akan percaya dan tidak
akan ragu memberikan pengelolan obyek wisata itu kepada pemerintah kabupaten Brebes
melalui Dinas kebudayaan dan Pariwisata.
Peranan :
 Planning (Perencanaan)
Pada tahap perencanaan, dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes tidak
maksimal dalam tahap perencanaan untuk obyek wisata mangrove pandansari. Dinas
kebudayaan dan pariwisata kabupaten brebes selaku Pembina utama tidak memiliki
drafperencanaan tahunan, berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan
juga jangka panjang. Sedangkan draf tersebut penting untuk pengembangan dan
pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari.
 Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian dalam pemahaman sederhananya ialah, siapa ?melakukan apa.
Peranan pengorganisasian yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata
kabupaten Brebes Tidak Maksimal. Dinas kebudayaan dan pariwisata selaku Pembina
utama, tidak mengatahui fakta lapangan yaitu adanya penarikan kas PAD yang
dimasukkan kedalam harga tiket. Dalam hal ini dibebankan kepada pengunjung yang
akan berkunjung ke obyek wisata mangrove. Sedangkan penarikan kas PAD tidak
disetorkan kepada pihak pemerintah daerah. Tentunya ini akan sangat tidak baik
secara pengorganisasian, karena hilangnya hak dan kewajiban. Hak penglola yaitu
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untuk mengelola, sedangkan kewajiban penglola yaitu menyetorkan PAD. Pembina
utama dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes dan penglola tidak
menjalankan paham pengorganisasian, yaitu siapa ? melakukan apa.
 Actuating (Pelaksanaan)
Pelaksanaan program tentunya tidak akan bisa dilakukan secara sepihak oleh dinas
kebudayaan dan pariwisata selaku Pembina utama ataupun dilakukan sepihak pula
oleh pengelola yaitu POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Tentunya pelaksanaan
program ini harus melibatkan banyak instrument, diantaranya yaitu instrument
masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini di wakilkan oleh dinas
kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes. Pelaksanaan program tentunya juga
harus mempertimbangkan aspek aspek perekonomian dan sosial. Dari aspek
pereknomian pemerintah harus tegas dalam merencang aturan tidak adanya investor
tunggal dan juga tidak adanya pasar modern (Indomaret dan Alfamaret) yang masuk
kedalam obyek wisata mangrove pandansari. Jika pasar modern ini masuk kedalam
obyek wisata mangrove pandansari tentunya akan merusak perekonomian masyarakat.
Dari aspek sosial pula harus mensejahterakan masyarakat dengan meberikan peluang
untuk mengembangkan bisnis dagang di dalam obyek wisata mangrove pandansari.
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari ini
sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata
mangrove pandansari. Melalui dinas kebudayaan dan pariwisata masyarakat berharap
mampu mencegah masuknya investor-investor yang datang dari luar kampung itu bisa
membuka toko modern (Indomaret dan Alfamaret) yang akan merusak ekosistem
perekonomian masyarakat. Dengan membuat aturan-aturan dan tata tertib yang tegas
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes harapannya menjadi gardu
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terdepan melawan ketika harus ada investor dari luar ingin masuk ke lokasi obyek
wisata mangrove pandansari.
 Controlling (Pengawasan)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hendakya melakukan monitoring setiap bulan.
Bukan setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Karena laporan pemasukan dan
pengeluarannya juga setiap satu bulan sekali. Harapannya ketika monitoring mengikut
pembukuan setiap bulannya dari Pokdarwis, lebih memperkecil kemungkinan untuk
terjadinya kesalahan. Selain monitoring evaluasi setiap kegiatannya.
Terkait permasalahan pencantuman anggaran kas PAD itu karena kurangnya
pengawasan dari Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes selaku Pembina
utama. Dengan berbagai alasan jikalau karena payung hukum yang tidak ada.
Setidaknya tindakan yang dilakukan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten
Brebes itu memberikan solusi atau saran agar tidak terjadi seperti ini.
Kendala dan solusi :
 Planning (Perencanaan)
Dari ketidak maksimalan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten brebes dalam
menjalankann fungsi peranan yaitu perencanaan, karena tidak ada komitmen antara
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes dengan pihak pengelola obyek
wisata mangrove padansari. Komitmen untuk membangun dan mengembangkan
obyek wisata mangrove pandansari. Selain itu juga karena ketidak mampuan Sumber
Daya Manusia untuk memahami apa itu fungsi perencanaan. Mereka hanya berfikiran
yang terpenting obyek wisata mangrove ini bisa berkembang dan banyak pengunjung
setiap harinya. Tidak berfikir proses capaian tujuan itu. Proses capaian tujuan yaitu
perencanaan. Solusinya yaitu berupa kesiapan sumber daya manusia dalam
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pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari agar senantiasa obyek wisata ini
dapat berkembang dengan baik. Selain itu juga dinas kebudayaan dan pariwisata
selaku Pembina utama yang memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait fungsi
perencanaan tentunya harus dapat memberikan pembahaman kepada pihak pengelola.
 Organizing (Pengorganisasian)
Pada tahap pengorganisasian banyak terjadi ketidak pahaman tentang tugas pokok dan
fungsi. Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes selaku Pembina utama
harus memberikan pemahaman kepada pengelola agar setiap permasalahan bisa
diatasi dan di berikan solusi terbaik. Jalin komunikator yang baik agar tidak terjadi
kesalah pahaman antar hak dan kewajiban yang harus di laksanakan baik pengelola
ataupun dari pihak pemerintah daerah. Harapannya agar pengembangan dan
pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari bisa berkembang dengan baik serta
dapat menjadi sektor pariwisata unggulan.
 Actuating(Pelaksanaan)
Pelaksanaan program tentunya juga harus diimbangi pula dengan aspek-aspek sosial.
Tentunya ketika pengembangan obyek wisata mangrove pandansari mengalami
pembangunan harus melihat perkembangan aspek sosial masyarakatnya. Tentunya
masyarkat dalam hal ini harus memiliki kapasitas untuk turut serta mengembangkan
pengembangan obyek wisata mangrove pandansari. Kendalanya yang terjadi di
masyarakat, tidak semua masyarakat sadar adanya pengembangan obyek wisata
mangrove pandansari. Oleh karena itu tidak sedikit pula masyarakat yang acuh
terhadap pengembangan obyek wisata pandansari ini. Kiranya dinas kebudayaan dan
pariwisata selaku Pembina utama harus memberikan sosialisasi pemahaman agar
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masyakarat merasa memiliki obyek wisata pandansaari ini bersama. Sehingga
masyarkaat akan bersama-sama membangun dan tentunya setelah di bangun yaitu
menjaganya bersama agar menjadi obyek wisata yang unggulan di kabupaten Brebes.
Selain itu juga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan obyek wisata mangrove
pandansari ini akan berjalan dengan lancar karena didukung oleh berbagai-bagai
instrument pendukung yaitu pemerintah daerah yaitu melalui dinas kebudayaan dan
pariwisata kabupaten brebes, pengelola dan tentunya masyarakat sekitar obyek wisata
mangrove pandansari.
 Controlling (Pengawasan)
Menjajaki fungsi peranan yang terakhir yaitu controlling tentunya dinas kebudayaan
dan pariwisata kabupaten Brebes harus melakukan monev (Monitoring and
evaluation)setiap bulan ke pihak pengelola. Kendala yang terjadi dari dinas
kebudayaan dan pariwisata selalu memundurkan waktu monitoring, sehigga waktu
monitoring dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Dengan alasan kesibukkan harus
mengontrol obyek pariwaisata yang lainnya yang ada di kabupaten Brebes. Tentunya
solusinya harus memiliki jadwal yang yang jelas dan harus memprioritaskan obyek
wisata yang di anggap potensial dan unggulan seperti obyek wisata mangrove
pandansari ini.
Dalam setiap kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan pasti ada hambatan
yang menjadi rintangan dalam pelaksanaan kegiatan yang jadi persoalaan apakah instansi
tersebut mampu untuk mengatasinya atau malah hal ini di jadikan alasan ketidakmampuan
instansi tersebut dalam mengatasinya. Hambatan bukan dijadikan alasan tapi jadikan
batu loncatan agar berpikir kreatif untuk mengatasinya. Begitupun dengan hambatan -
hambatan yang di alami oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan
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Obyek Wisata Mangrove Pandansari di Kabupaten Brebes bukan tanpa halangan
kebijakan dilaksanakan akan tetapi ketika kebijakan itu dilaksanakan instansi harus sudah
memiliki alternatif penanggannya apabila kebijakan tersebut berdampak negatif kedepannya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan bahwa kurangnya sumber daya
manusia menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata hal ini terlihat dalam
susunan struktural yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Brebes.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes memiliki sumber daya
manusia aparatur sebanyak 34 (tiga puluh empat ) orang yang terdiri dari 17 ( tujuh belas )
orang Pejabat Struktural, 16 (enam belas ) orang non struktural.
Berdasarkan analisis beban kerja disbandingkan banyaknya SDM yang ada
masih belum mencukupi kebutuhan, sedangkan dari segi pendidikanjumlah Sarjana S2
sebanyak 2 ( dua ) orang, S1 17 ( tujuh belas ) orang, Diploma III 9 ( sembilan )
orang, SLTA 6 ( enam ) orang. Secara rinci komposisi SDM Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Brebes.Selain faktor sumberdaya manusiafaktor yang menjadi
penghambat adalah kurang koordinasinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak -
pihak terkait dalam lintas sektoral yang berhubungan dengan pengembangan Obyek.
Wisata Mangrove Pandansari seperti Dinas Pekerja Umum, Dinas Lingkungan Hidup
dan lain sebagainya.Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus bisa
menjaga koordinasi dengan pihak -pihak terkait agar pengembangan obyek wisata Mangrove
Pandansari agar dapat berjalan dengan baik dengan terjalinnya kerjasama, karena
kurangnya koordinasi akan berdampaktidak sinkronnya antara tugas instansi yang satu
dengan instansi lain jadi terkesan berjalan sendiri -sendiri padahal setiap instansi yang
ada memiliki keterkaitan satu dengan yang lain saling untung saling mendukung.
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Hal ini menjadi hambatan dalam mengembangkan obyek wisata Mangrove
Pandansari yang ada di Kabupaten Brebes. Selain itu belum terjalin kerjasamanya
dengan pelaku -pelaku usaha hingga penanganan di sektor pariwisata belum maksimal
masih dalam tahap -tahap menuju perbaikkan.Hambatan lainnya adalah terlambatnya
perencanaan pembangunan fisik ini terjadi karena kurangnya koordinasi lintas
sektoral mengakibatkan pembangunan fisiknya jadi terlambat untuk dilaksanakan.
Kabupaten Brebes diketahui lima tahun terakhir fokus pada pembangunan infrastruktur
penunjang kegiatan ekonomi yang bersifat fisik berupa bangunan areal industrial dan





Kesimpulan dan Saran penulis dapat menyimpulkan beberapa poin utama, yang
menjadi acuan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bidang obyek wisata mangrove
pandansari, sebagai berikut:
1. Peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Brebes melalui dinas
kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes terdiri dari Planning, Organizing,
Actuating, Controlling(POAC). Setiap peranan yang dilakukan oleh Dinas
kebudayaan dan Pariwisata Kabuapten Brebes tidak maksimal. Tentunya pemerintah
daerah dalam hal melalui dinas kebudyaan dan pariwisata kabupaten Brebes harus
melakukan evalusi terhadap fungsi peranan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
2. Fungsi Peranan pada tahapan Perencanaan, dinas kebudyaan dan pariwisata terdapat
berbagai kekurangan yaitu tidak adanya draf perencanaan. Draf ini nantinya akan
menentukan arah pengembangan dan pengelolaan obyek wisata mangrove pandansari.
3. Fungsi Peranan selanjut pada tahapan Pengorganisasian, dinas kebudayaan dan
pariwisata mengalami kegagalan dalam berkoordinasi. Dinas kebudayaan dan
pariwisata bersama pengelola tidak memahami arti pengorganisasian. Fungsi ini tidak
dijalanan secara maksimal. Hak dan kewajiban pengelola tidak di laksanakan sesuai
apa yang seharusnya dilakukan.
4. Pada tahapan Pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan obyek wisata mangrove
pandansari harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan perekonomian
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masyarakat. Agar pengembangan obyek wisata mangrove pandansari dari masyarakat,
untuk masyarakat oleh masyarakat. Tentunya didukung pula melalui pemerintah
daerah dalam hal ini diwakili oleh dinas kebudayaan dan pariwisata berupa pembuat
aturan atau tata tertib yang tidak merugikan masyarakat.
5. Fungsi peranan terakhir yaitu controlling (Pengawasan) dinas kebudayaan dan
pariwisata kabupaten brebes melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali. Selain itu
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes tidak hanya monitoring kepada
pengelola tetapi juga memonitoring berupa fasilitas serta sarana dan prasarana.
Saran
Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis
kemukakan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Dalam pengelolaan obyek wista mangrove pandansari pemerintah daerah kabupaten
Brebes melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Brebes tentunya harus
melakukan berbagai evaluasi tentunya pada fungsi peranan yaitu planning, organizing,
actuating, controlling (POAC). Ketidak maksimal pemerintahan daerah melalui dinas
kebudayaan dan pariwisata pada fungsi peranan tentunya akan berdampak pada
pengelolaan obyek wista mangrove pandansari.
2. Pihak pengelola harus bisa menyediakan informasi lebih bagi calon wisatawan yang
ingin mengetahui keberadaan obyek wisata mangrove pandansari serta bekerja sama
dengan pihak pemerintah membuat eventbudaya yang makin menguatkan obyek
wisata mangrove pandansari agar menjadi obyek wisata yang unggul.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai administrator harus melakukan
action pland yaitu menggali kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan baik
sarana prasarana maupun infrastruktur pendukung, serta pihak Dinas Kebudayaan dan
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juga tentunya dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Brebes melakukan
pelatihan kepariwisataan untuk pengelola obyek wisata mangrove pandansariagar
lebih maksimal dalam mengelola obyek wisata mangrove pandansari.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat meningkatkan koordinasi dengan
pihak pendukung seperti masyarakat dalam pengembangan obyek wisata
mangrove pandansari. Selain itu percepatan pembangunan untuk meningkatakan
eksistensi obyek wisata mangrove pandansari untuk pengembangan budaya dan
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